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ABSTRAK 
 
Rasyid Yuliansyah, S321302005, 2016, KOMPARASI PENYELESAIAN 
PENGADUAN NASABAH ANTARA BANK UMUM DAN BANK 
PERKREDITAN RAKYAT (Studi Kasus Pada Bank Pembangunan Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bank Perkreditan Rakyat Danagung 
Bakti) 
Tesis : Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penyelesaian 
pengaduan nasabah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 
Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti serta Implikasi Hukumnya. Penelitian 
ini merupakan penelitian Non-doktrinal atau Empiris. Tipe penelitian yang 
digunakan adalah tipe penelitian Empiris (Non-Doktrinal) sehingga pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan menggunakan 
konsep hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai 
variabel sosial yang empiris dengan sumber data berupa data primer, sekunder, 
dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi 
pustaka, atau dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui 
bahwa sistem penyelesaian pengaduan nasabah pada Bank Pembangunan Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti telah 
sesuai dengan PBI Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI 
Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan 
OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 
Keuangan meskipun dalam tataran penerapan di lapangan masih terdapat beberapa 
kekurangan. 
 
Kata Kunci : Komparasi, Penyelesaian, Pengaduan, Nasabah.   
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ABSTRACT 
 
Rasyid Yuliansyah, S321302005, 2016, COMPARISON OF CUSTOMER 
COMPLAINTS SETTLEMENT BETWEEN BANK AND RURAL BANK ( A 
Case Study of Regional Development Bank of Yogyakarta and Danagung 
Bakti’s Rural Bank) 
Thesis : Post-Graduate Program, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
 This study to determine how the system of settlement of customer claims the 
Regional Development Bank of Yogyakarta and Danagung Bakti’s Rural Bank 
and its Legal Implications. This study is non-doctrinal or empirical. This type of 
research is the type of empirical research so that the approach used in this study 
is the approach using the concept of law as patterns of social behavior are 
institutionalized exist as variable social empirical data sources of primary data, 
secondary, and tertiary. Data was collected through interviews, and study 
literature or documents. Based on the results of research and discussion in mind 
that system settlement of customer complaints in Regional Development Bank of 
Yogyakarta and Danagung Bakti’s Rural Bank accordance with PBI Numb. 
7/7/PBI/2005 as amended by Regulation Numb.10/10/PBI/2008 on settlement of 
Customer Complaints and POJK Numb.1/POJK.07/2013 on Protection of The 
Financial Services Sector, although the level of implementation in the field there 
are still some deficiencies.   
 
Keywords : Comparation, Customer, Complaint, Settlement.  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan 
sumbangsih yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. 
Hal ini dikarenakan perbankan merupakan inti dari perekonomian suatu 
negara yang telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya 
pembangunan suatu negara. Hal tersebut terlihat dari salah satu fungsinya 
sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediation).93 Bank 
merupakan lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan uang sebagai 
perantara keuangan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang 
memiliki dana sehingga dengan hadirnya perbankan beserta fungsi-fungsi dan 
kegiatannya di suatu negara dapat membantu mempercepat pertumbuhan 
ekonomi di suatu negara. 
Pihak yang membutuhkan dana selanjutnya disebut dengan nasabah 
dalam dunia perbankan merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. 
Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan 
berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka 
berada. Pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang 
menyediakan jasa di sektor usaha perbankan.
94
 
Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang 
memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana 
membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank 
sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa 
perbankan. Dari sisi pihak yang memiliki kelebihan dana maka interaksi 
dengan bank terjadi pada saat pihak yang kelebihan dana tersebut menyimpan 
                                                          
93
Muhammad, Manajemen Bank Syariah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, 
hlm.59. 
94
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, ctk. Kesatu, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2003, hlm. 282. 
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dananya pada bank dalam bentuk giro, tabungan ataupun deposito sedangkan 
dari sisi pihak yang memerlukan dana interaksi terjadi pada saat pihak yang 
memerlukan dana tersebut meminjam dana dari bank guna keperluan tertentu. 
Interaksi antara bank dengan konsumen pengguna jasa perbankan (nasabah) 
dapat pula mengambil bentuk lain pada saat nasabah melakukan transaksi jasa 
perbankan selain penyimpanan dan peminjaman dana. Bentuk transaksi lain 
tersebut misalnya jasa transfer dana, inkaso, maupun safe deposit box. Dalam 
perkembangannya, nasabah pun dapat memanfaatkan jasa bank untuk 
mendapatkan produk lembaga keuangan bukan bank, seperti produk asuransi 
yang dikaitkan dengan produk bank (bank assurance) dan reksadana.
95
 
Berdasarkan hal tersebut maka interaksi yang demikian intensif antara 
bank dengan nasabah bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi 
friksi yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa 
antara nasabah dengan bank. Dari berbagai pengalaman yang ada maka 
timbulnya friksi tersebut terutama disebabkan oleh empat hal, yaitu:
96
 
1. Informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa 
yang ditawarkan bank; 
2. Pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan 
yang masih kurang; 
3. Ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi 
nasabah peminjam dana; dan 
4. Tidak ada saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal 
friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank. 
Nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan juga harus 
dilindungi guna mendukung kesetaraan (kesejajaran) hubungan hukum 
                                                          
95
Tim LPKNI Jatim, Fungsi Lembaga Perbankan, terdapat dalam http://lpkni-
jatim.blogspot.com/2013/01/fungsi-lembaga-perbankan. html. U07 GtqLNn5Y, diakses pada 
21 April 2014, jam 19.30 WIB. 
 
96
Ema Priliasari, Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap 
Nasabah Bank pada http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/86-mediasi-
perbankan-sebagai-wujud-perlindungan-terhadap-nasabah-bank.html, diakses pada 21 April 
2014, jam 19.30 WIB.  
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dengan bank sebagai pelaku usaha penyedia jasa perbankan. Oleh karena itu, 
perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa 
perbankan dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan 
dengan bank masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, peningkatan 
perlindungan dan pemberdayaan nasabah mempunyai relevansi dengan upaya 
penegakan hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan 
dalam melakukan hubungan hukum dengan bank sebagai pelaku usaha 
penyedia jasa perbankan.
97
 
Dalam rangka pelaksanaan program peningkatan perlindungan dan 
pemberdayaan nasabah bank sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia 
(API) maka Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai perangkat hukum 
kelembagaan perbankan sehingga pada akhirnya dapat menjamin kredibilitas 
lembaga perbankan nasional serta sekaligus melindungi hak-hak nasabah 
sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Ketentuan-ketentuan tersebut 
merupakan implementasi program peningkatan perlindungan nasabah bank, 
antara lain termuat dalam:
98
 
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi 
Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah; 
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang 
Penyelesaian Pengaduan Nasabah ; 
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi 
Perbankan . 
        Terkait dengan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya di 
disebut OJK) yang dibentuk pada tahun 2011 melalui Undang-Undang RI 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka OJK selaku 
institusi yang mempunyai kewenangan pengawasan dan pembinaan 
                                                          
97
Rachmadi Usman, Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, ctk. 
Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.158.  
 
98
 Ibid., hlm.166. 
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perbankan nasional dari sisi micro-prudential juga telah mengeluarkan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian 
Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Latar belakang diterbitkannya kedua 
peraturan tersebut ialah untuk meningkatkan perlindungan terhadap nasabah. 
Penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang 
Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah 
dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian 
Pengaduan Nasabah menjadi bagian dari Paket Kebijakan Perbankan Januari 
2005 sedangkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang 
Mediasi Perbankan sebagai bagian dari Paket Kebijakan Perbankan Januari 
2006. Hal tersebut merupakan realisasi dari upaya Bank Indonesia untuk 
menyelaraskan kegiatan usaha perbankan dengan amanat Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan 
adanya kesetaraan hubungan antara pelaku usaha (bank) dengan konsumen 
(nasabah). Hal ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Perbankan 
sehingga penerbitan ketiga ketentuan tersebut akan dapat membawa dimensi 
baru dalam pengaturan perbankan dengan turut diperhatikannya pula 
kepentingan nasabah secara eksplisit sebagai aspek penting yang turut 
mempengaruhi perkembangan perbankan nasional kedepan.
99
  
Otoritas Jasa Keuangan sebagai institusi yang mempunyai 
kewenangan micro-prudential telah pula memperhatikan aspek perlindungan 
terhadap pengguna jasa keuangan termasuk di dalamnya adalah sektor 
perbankan dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan maupun Peraturan 
OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian 
Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. 
                                                          
99
Ibid., hlm.166-167. 
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Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui Bank Indonesia dan 
Otoritas Jasa Keuangan telah memperhatikan kepentingan nasabah dalam 
konteks perlindungan nasabah bank yang sebelumnya cenderung terabaikan, 
baik oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) maupun tidak 
optimalnya pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen yang mensyaratkan adanya keseimbangan 
perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta 
perekonomian yang sehat. Dalam konteks ini termasuk dalam hubungan 
antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabahnya.
100
 
Kehadiran Peraturan Bank Indonesia (sebagaimana yang telah 
disebutkan pada paragraf sebelumnya) yang mengatur mengenai mekanisme 
dan standar transparansi informasi produk bank dan penggunaan data 
nasabah, penyelesaian pengaduan nasabah, dan mediasi perbankan setidaknya 
telah akan membawa reformasi pelayanan bank sebagai pelaku usaha 
penyedia jasa perbankan terhadap nasabah sebagai konsumen pengguna jasa 
perbankan. Peraturan Bank Indonesia juga diharapkan dapat mendudukkan 
dan menempatkan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan 
setara (sejajar) dengan bank sebagai pelaku usaha penyedia jasa perbankan 
dalam melakukan hubungan hukum jasa perbankan.
101
  
Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan peraturan-
peraturannya yang baru in casu Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan OJK 
Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa 
di Sektor Jasa Keuangan diharapkan juga dapat membawa perbaikan 
                                                          
         
100
Erna Priliasari, “Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap 
Nasabah Bank”, artikel pada Jurnal Legislasi Indonesia, edisi No. 2 Vol. 5, 2008, hlm. 43. 
 
101
Rachmadi Usman, Loc.cit. 
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perlindungan nasabah dan mampu meningkatkan level dari perlindungan 
nasabah yang sebelumnya telah diatur di dalam PBI Nomor 7/7/2005 jo. PBI 
Nomor 10/10/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. 
Jika kita melihat pada statistik maka jumlah pengaduan nasabah 
perbankan pada tahun 2010 mencapai 679.035 pengaduan, tahun 2011 
sebanyak 853.892 dan ditahun 2012 tercatat jumlah keluhan nasabah 
perbankan sebanyak 884.454 pengaduan
102
 sedangkan pada tahun 2013 (per 
agustus) sampai Maret 2014 Bank Indonesia menerima 1641 pengaduan 
nasabah.
103
Berdasarkan statistik yang telah diuraikan sebelumnya maka 
terjadi peningkatan pengaduan nasabah perbankan dari tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2014.   
Pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah 
pengaduan nasabah perbankan tahun 2014 per 10 Maret 2014 mencapai 639 
pengaduan atau 43,2% terhadap total pengaduan nasabah indsutri keuangan 
sebanyak 1.479 pengaduan
104
 sedangkan pada tahun sebelumnya pada 2013 
jumlah pengaduan nasabah perbankan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
mencapai 52 aduan dari total aduan sebanyak 1.375 aduan.
105
 
Adanya overlapping pengaduan nasabah perbankan antara Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia merupakan sebuah keniscayaan 
mengingat proses pemindahan kewenangan micro-prudential banking dari 
Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan baru dilakukan per 2014. 
Kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat mengakibatkan kurun waktu 
                                                          
102
Andiono Hernawan, BI siap fasilitasi mediasi perbankan antara nasabah dan bank 
pada http://www.lensaindonesia.com/2013/06/27/bi-siap-fasilitasi-mediasi-perbankan-antara-
nasabah-dan-bank.html, diakses pada 21 April 2014, jam 19.30 WIB. 
 
103
Ibid. 
 
104
Nina Dwiantika, Ada Lembaga Mediasi Perbankan Alternatif pada 
http://keuangan.kontan.co.id/news/ada-lembaga-mediasi-bank-alternatif, diakses pada 21 April 
2014, jam 19.30 WIB. 
 
105
Dewi Rachmat Kusuma, OJK Terima 889 Pengaduan Dari Masyarakat Sepanjang 
2013 pada http://finance.detik.com.ojk-terima-889-pengaduan-dari-masyarakat-sepanjang-
2013, diakses pada 21 April 2014, jam 19.30 WIB. 
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tahun 2013–2014 masih banyak terjadi overlapping pengaduan masalah 
perbankan. 
Data diatas juga dapat dilihat juga dari sisi “mengapa nasabah 
perbankan tidak mengadu kepada bank dimana nasabah yang bersangkutan 
melakukan transaksi terlebih dahulu dan malah ke Bank Indonesia dan/atau 
Otoritas Jasa Keuangan?”,. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa 
kemungkinan, kemungkinan pertama dikarenakan kurangnya informasi 
dan/atau kepercayaan terhadap proses penyelesaian pengaduan nasabah dari 
bank tempat dimana nasabah melakukan transaksi. Kemungkinan kedua, 
nasabah sudah melakukan pengaduan nasabah di bank tempat dimana 
nasabah melakukan transaksi akan tetapi hasilnya kurang memuaskan. 
Sebenarnya jauh sebelum Peraturan Bank Indonesia Nomor 
7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah maupun 
perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 
tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah bahwa tiap bank sudah mempunyai 
upaya untuk menyelesaikan tiap pengaduan nasabah yang masuk. Hanya saja 
proses penyelesaian pengaduan nasabah tersebut belum terstandarisasi dan 
berbeda-beda dari satu bank dengan bank lainnya.  
Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 
7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah maupun 
perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 
tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah diharapkan proses penyelesaian 
pengaduan nasabah bisa terstandarisasi. Apalagi saat ini Otoritas Jasa 
Keuangan sebagai lembaga pengawas dan pembinaan perbankan dari aspek 
micro-prudential juga telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 
1/P.OJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 
yang didalamnya mengatur juga mengenai mekanisme penyelesaian 
pengaduan nasabah sektor jasa keuangan yang pada substansinya adalah sama 
dengan  Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian 
Pengaduan Nasabah maupun perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. 
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Semestinya dengan dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 
1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, 
Otoritas Jasa Keuangan yang sekarang membawahi pengawasan dan sebagai 
regulator terhadap perbankan secara micro-prudential lebih fokus pada 
urusannya termasuk dalam mengurusi perlindungan terhadap nasabah bank.  
Di dalam Pasal 4 PBI Nomor 7/7/2005 jo PBI Nomor 10/10/2008 
tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sendiri telah dijelaskan mengenai 
kewajiban bank untuk mempublikasikan mengenai keberadaan unit dan/atau 
fungsi khusus penyelesaian pengaduan nasabah kepada masyarakat secara 
tertulis dan/atau elektronis yang mana di dalam Peraturan OJK Nomor 
1/POJK.1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan hal 
tersebut tercantum di dalam Pasal 36 dimana pelaku usaha jasa keuangan 
diwajibkan memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan 
menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.   
 Pelayanan penyelesaian pengaduan nasabah ini sangat penting untuk 
melindungi konsumen perbankan dan sekaligus meningkatkan kepercayaan 
konsumen perbankan terhadap bank. Ini sangatlah penting dikarenakan 
kepercayaan merupakan hal fundamental dalam hubungan antara bank 
dengan nasabahnya. Hal yang menarik adalah mengenai pelaporan dari hasil 
penyelesaian pengaduan nasabah yang dilaporkan secara triwulanan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bank Indonesia) pada bulan Maret, Juni, 
September, dan Desember. Bank umum melaporkannya secara on-line sesuai 
dengan sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) sedangkan Bank 
Perkreditan Rakyat masih menggunakan sistem manual. Tentunya sedikit 
banyak hal ini akan berpengaruh tehadap para pihak yang terkait baik 
terhadap Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. 
Pelaporan bank secara on-line kepada Otoritas Jasa Keuangan (dulu 
kepada Bank Indonesia) diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 
10/3/PBI/2008 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum. Di dalam 
Peraturan Bank Indonesia ini dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan 
tugas Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran 
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yang lebih efektif maka diperlukan dukungan informasi secara bulanan dan 
triwulanan yang tersedia secara tepat waktu, aman, akurat, handal, obyektif, 
lengkap dan mudah untuk diakses secara simultan. 
Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dibedakan antara sistem 
on-line dan manual, yang mana sistem on-line dipergunakan oleh bank umum 
sedangkan sistem manual dipergunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Hal 
ini dikarenakan informasi dari Bank Umum sangatlah penting untuk bisa 
diperoleh oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan lebih tepat waktu 
dibandingkan dengan Bank Perkreditan Rakyat. Hal itu dikarenakan besarnya 
cakupan luas usaha bank umum lebih luas dari Bank Perkreditan Rakyat. 
Total aset Bank Umum yang lebih besar daripada Bank Perkreditan Rakyat 
berpotensi untuk adanya gangguan perekonomian secara nasional lebih besar 
berada pada bank umum jika sampai terjadi suatu masalah terhadap suatu 
Bank Umum.   
Sebelum adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/3/PBI/2008 
tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum bahwa pelaporan manual yang 
dilaksanakan oleh bank kepada Bank Indonesia masih belum terdapat 
keseragaman dalam hal sistematika penyajian laporannya. Sistem pelaporan 
secara on-line ini salah satunya juga disebabkan demi standarisasi dalam 
penyajian laporan ke Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan). 
Perbedaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (dulu Bank 
Indonesia) antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dimana yang 
satu menggunakan sistem pelaporan on-line dan yang satunya menggunakan 
sistem manual. Hal ini menjadi salah satu alasan penulis merasa perlu 
memperbandingkan antara Bank Pembangunan Daerah di Daerah Istimewa 
Yogyakarta sebagai sebuah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 
Danagung Bakti sebagai sebuah Bank Perkreditan Rakyat. 
Selain dari perbedaan sistem pelaporan kepada Otoritas Jasa 
Keuangan yaitu terdapat alasan lebih kuat lagi yang menyebabkan penulis 
memilih untuk memperbandingkan antara Bank Pembangunan Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta sebagai sebuah Bank Umum dan Bank Perkreditan 
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Rakyat Danagung Bakti sebagai sebuah Bank Perkreditan Rakyat adalah 
dikarenakan perbedaan segmentasi antara Bank Umum dengan Bank 
Perkreditan Rakyat. Bank Umum lebih berorientasi pada masyarakat kelas 
menengah keatas terutama masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, 
sedangkan Bank Perkreditan Rakyat lebih berorientasi untuk melayani usaha-
usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan sehingga variasi dari jenis 
pengaduan nasabah diantara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 
menjadi sangat berbeda. Perbedaan variasi jenis pengaduan antara Bank 
Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat tentu saja juga berimplikasi pada 
variasi cara penyelesaian pengaduan nasabah, variasi jangka waktu 
penyelesaian pengaduan nasabah, serta variasi hasil penyelesaian pengaduan 
nasabah diantara kedua bank tersebut (Bank BPD DIY dan BPR Danagung 
Bakti).      
Bank Pembangunan Daerah sebagai sebuah bank yang cukup tua 
keberadaannya di Daerah Istimewa Yogyakarta (sejak tahun 1961) yang juga 
sekaligus sebagai motor penggerak pertumbuhan perkonomian di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Bank Pembangunan Daerah DIY telah banyak 
memiliki pengalaman dalam masalah pelayanan nasabah termasuk dalam 
penyelesaian pengaduan nasabah, baik pra maupun pasca dikeluarkannya PBI 
Nomor 7/7/2005 jo. PBI Nomor 10/10/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan 
Nasabah serta pra maupun pasca dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor 
Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor 
Jasa Keuangan.  
Bank Pembangunan Daerah DIY merupakan sebuah Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) yang pertama kali didirikan berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 1976 tentang Bank BPD Daerah Istimewa 
Yogyakarta namun, sekarang landasan hukum Bank BPD DIY adalah 
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 
1993 jo Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000 
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tentang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta. 
BPD DIY merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang 
perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju 
pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah/menyimpan uang daerah, 
dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta menjalankan usahanya 
sebagai Bank Umum.
106
 
Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti merupakan salah satu 
Bank Perkreditan Rakyat yang mempunyai nama sekaligus pengalaman 
panjang dalam dunia perbankan. Bank Perkreditan Rakyat telah mempunyai 
usia cukup tua sehingga telah memiliki banyak pengalaman dalam masalah 
pelayanan nasabah termasuk dalam hal penyelesaian pengaduan nasabah, baik 
pra maupun pasca dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/2005 
jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/2008 tentang Penyelesaian 
Pengaduan Nasabah serta pra maupun pasca dikeluarkannya Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa 
di Sektor Jasa Keuangan.   
Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian yang dituangkan dalam penulisan hukum dengan judul 
“KOMPARASI PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH ANTARA 
BANK UMUM DAN BANK PEKREDITAN RAKYAT (Studi Kasus 
Pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 
Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti)” 
 
 
 
 
 
                                                          
106
Bank BPD DIY, Sejarah Singkat Bank BPD DIY pada 
http://www.bpddiy.co.id/index.php?page=profile&sub=sejarah, diakses pada 21 April 2014, jam 
19.30 WIB. 
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B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dimaksudkan untuk menegaskan masalah-masalah 
yang akan diteliti sehingga memudahkan penulis dalam pengerjaan serta 
tercapainya sasaran. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 
perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 
1.  Bagaimana sistem penyelesaian pengaduan nasabah Bank Pembangunan 
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bank Perkreditan Rakyat 
Danagung Bakti ? 
2. Apa Implikasi hukum terhadap sistem penyelesaian pengaduan nasabah 
Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bank 
Perkreditan Rakyat Danagung Bakti ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian terkait erat dengan perumusan masalah dari judul 
penelitian agar memberikan arah yang tepat dalam proses penelitian sehingga 
penelitian berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan 
obyektif dan subyektif yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui bagaimana sistem penyelesaian pengaduan nasabah 
Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bank 
Perkreditan Rakyat Danagung Bakti.  
b. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap sistem penyelesaian 
pengaduan nasabah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti. 
2.  Tujuan Subyektif 
Untuk memperoleh data serta informasi yang berhubungan dengan obyek 
yang akan diteliti dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum berupa tesis 
sebagai syarat untuk dapat memperoleh gelar Magister di bidang Ilmu 
Hukum dalam minat utama hukum bisnis pada Program Pasca Sarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 
Penulis berharap kegiatan penelitian hukum ini akan bermanfaat bagi 
penulis maupun pembaca baik secara akademis maupun secara praktis. 
Adapun manfaatnya yang dapat diperoleh dari penelitian antara lain sebagai 
berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Secara teoritis dapat memberikan khasanah keilmuan di bidang hukum 
terutama pada dunia perbankan sehingga dapat meningkatkan kualitas 
dan kuantitas perbankan di Indonesia.  
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta 
berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam 
hukum perbankan. 
    2.  Manfaat Praktis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan 
kemampuan penulis dalam bidang hukum. 
b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan memperbaiki 
kekurangan-kekurangan yang masih ada pada proses penyelesaian 
pengaduan nasabah pada umumnya, dan khususnya bagi proses 
penyelesaian pengaduan nasabah pada Bank Pembangunan Daerah DIY 
dan Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Tinjauan tentang Komparasi 
Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia
107
bahwa yang dimaksud 
dengan komparasi ialah perbandingan sedangkan menurut Zweigert dan Kotz 
bahwa komparasi hukum merupakan “sebuah aktivitas intelektual dengan 
hukum sebagai obyeknya dan perbandingan sebagai prosesnya”108. Menurut 
Rudolf B. Schleisinger
109
 yang dimaksud dengan comparative law atau 
perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dengan tujuan 
untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum 
tertentu. 
Secara Yuridis, dapat dikatakan bahwa Comparative Jurisprudence 
adalah “the study of the principles of legal science by the comparison of 
various systems of law.” “Comparative” dimaksudkan adalah “Proceeding by 
the method of comparison; estimated by comparison and founded by 
comparison.”110 
Menurut Van Apeldorn menyatakan bahwa tujuan perbandingan hukum 
dapat dibedakan antara tujuan teoritis dan tujuan yang bersifat praktis. Tujuan 
yang bersifat teoritis menjelaskan bahwa hukum sebagai gejala dunia 
(universiil) dan oleh karena itu ilmu pengetahuan hukum harus dapat 
memahami gejala dunia tersebut dan untuk itu kita harus dapat memahami 
hukum di masa lampau dan masa sekarang. Tujuan yang bersifat praktis dari 
perbandingan hukum adalah alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan 
                                                          
107
 Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIKBUD, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, Graha Pustaka,Jakarta,hlm. 319 
108
Zweigert dan Kotz, An Introduction to Comparative Law, vols I and II, 1977, hlm.02.  
109
Rudolf B. Schleisinger, Comparative Law, 1959. 
 
110
 Ibid. 
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pembaharuan tentang berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada 
pembentuk undang-undang dan hakim. 
 
B. Teori Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan 
Penulis dalam penulisan tesis ini mempergunakan teori hukum 
penyelesaian sengketa yang masuk dalam bidang sosiologi hukum. Teori 
hukum penyelesaian sengketa digunakan untuk menganalisa dan menjawab 
mengenai sistem penyelesaian pengaduan nasabah Bank Pembangunan 
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bank Perkreditan Rakyat Danagung 
Bakti. 
Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk 
mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan 
seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat 
mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum 
antara satu dengan yang lainnya. Teori yang mengkaji tentang hal tersebut 
disebut dengan teori penyelesaian sengketa.
111
 
Sengketa dan konflik sering dipertukarkan pemakaiannya. Terdapat ahli 
yang menggunakan istilah sengketa dan ada juga ahli yang menggunakan 
istilah konflik. Richard L. Abel menggunakan istilah sengketa, sedangkan 
Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, serta Nader dan Todd menggunakan 
istilah konflik.
112
 
Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan pengertian 
sengketa. Sengketa berarti: “Persepsi mengenai kepentingan (perceived 
divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak 
yang bersengketa tidak dicapai secara simultan (secara serentak)”.113 
                                                          
111
Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian 
Tesis dan Disertasi, ctk. Kesatu, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013,hlm.135.  
 
112
Ibid., hlm.136. 
113
Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Konflik Sosial, ctk. Ketiga, Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta, 2004, hlm. 9-10. 
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Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menyatakan bahwa sengketa 
merupakan perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya suatu kesepakatan 
para pihak. Perbedaan kepentingan yang dimaksud adalah berlainannya 
keperluan atau kebutuhan dari masing-masing pihak. Richard L. Abel 
mengartikan sengketa (dispute) adalah: “Pernyataan publik mengenai tuntutan 
yang tidak selaras (inconsistent claim) terhadap sesuatu yang bernilai”.114 
Richard L. Abel melihat sengketa dari aspek ketidakcocokkan atau 
ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang 
bernilai dimaknakan sebagai sesuatu yang dapat dinilai dengan menggunakan 
uang. 
Laura Nader dan Harry F. Todd Jr memberikan pengertian mengenai 
sengketa ialah sebagai berikut : 
Keadaan di mana sengketa tersebut dinyatakan di muka atau 
dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan 
istilah pra konflik dan konflik. Pra konflik adalah keadaan yang 
mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik itu sendiri adalah 
keadaan di mana para pihak menyadari atau mengetahui tentang 
adanya perasaan tidak puas tersebut.
115
 
 
Dalam hal teori penyelesaian sengketa, teori penyelesaian sengketa 
merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang: 
Kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang 
timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan 
cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa 
tersebut.
116
 
 
                                                          
114
Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit., hlm.136.  
115
T.O. Ihromi, Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai, ctk. Kesatu, Yayasan Obor, 
Jakarta, 2001, hlm. 225.  
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  Dibawah ini terdapat ruang lingkup teori penyelesaian sengketa yaitu 
sebagai berikut: 
1. jenis-jenis sengketa; 
2. faktor penyebab timbulnya sengketa; dan 
3.  strategi di dalam penyelesaian sengketa.117 
Kategori sengketa adalah penggolongan jenis-jenis sengketa yang terjadi 
di tengah-tengah masyarakat, seperti sengketa tanah, sengketa pilkada, 
sengketa saham, sengketa perkawinan, dan lainnya. Faktor penyebab 
timbulnya sengketa adalah sebagai upaya mengungkapkan hal-hal yang 
menyebabkan sesuatu hal terjadi atau menjadi lantaran terjadinya sengketa. 
Strategi di dalam penyelesaian sengketa adalah upaya untuk mencari dan 
merumuskan cara-cara mengakhiri sengketa yang timbul di antara para pihak, 
seperti dengan cara mediasi, rekonsiliasi, negosiasi, dan lainnya.
118
 
Teori Penyelesaian sengketa dikembangkan dan dikemukakan oleh Ralf 
Dahrendorf, Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Simon Fisher, Laura Nader, 
dan Harry F. Todd Jr.
119
 
Teori penyelesaian sengketa dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf pada 
tahun 1958. Teori penyelesaian sengketa berorientasi kepada struktur dan 
institusi sosial. Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa masyarakat mempunyai 
dua wajah, yaitu: 
1. sengketa; dan 
2. konsensus.120 
Ralf berpendapat bahwa teori sosiologi harus dibagi menjadi dua 
bagian, yaitu teori sengketa dan teori konsensus. Teori sengketa menganalisis 
sengketa kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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 Ibid., hlm.144. 
120
 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, ctk. Kesatu, Prenada 
Media, Jakarta, 2007, hlm. 153-154.  
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bersama di hadapan tekanan itu sedangkan teori konsensus menguji nilai 
integrasi dalam masyarakat.
121
 
Simon Fisher, dkk. mengemukakan enam teori yang mengkaji dan 
menganalisis penyebab terjadinya sengketa. Keenam teori itu, antara lain 
sebagai berikut: 
1. teori hubungan masyarakat; 
2. teori negosiasi prinsip; 
3. teori identitas; 
4. teori kesalahpahaman; 
5. teori transformasi sengketa; dan 
6. teori kebutuhan manusia.122 
Teori hubungan masyarakat menyatakan bahwa penyebab terjadinya 
sengketa adalah polarisasi (kelompok yang berlawanan) yang terus terjadi, 
ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam 
suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dalam teori ini adalah 
meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok 
yang mengalami sengketa dan mengusahakan toleransi dan agar masyarakat 
lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.
123
 
Teori negosiasi prinsip menganggap bahwa penyebab terjadinya 
sengketa adalah dikarenakan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan 
perbedaan pandangan tentang sengketa oleh pihak-pihak yang mengalami 
sengketa. Sasaran yang ingin dicapai oleh teori ini adalah: 
1. membantu pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk memisahkan 
perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memampukan 
mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan 
mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap; dan 
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2. melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua 
belah pihak atau semua pihak.
124
 
Teori identitas beranggapan bahwa terjadinya sengketa disebabkan 
karena identitas yang terancam sehingga sering berakar pada hilangnya 
sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.
125
 
Teori kesalahpahaman antar budaya berasumsi bahwa sengketa terjadi 
disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara 
berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: 
1. menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami sengketa mengenai 
budaya pihak lain; 
2. mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain; dan 
3. meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya.126 
Teori transformasi sengketa berasumsi bahwa sengketa terjadi 
disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang 
muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang 
ingin dicapai teori ini adalah: 
1. mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan 
ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi; 
2. meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-
pihak yang mengalami sengketa; dan 
3. mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan 
pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, dan 
pengakuan.
127
 
 Teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa penyebab terjadinya sengketa 
adalah oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental, dan sosial yang tidak 
terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan 
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otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai teori 
ini adalah: 
1. membantu pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mengidentifikasi 
dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan 
menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu; 
dan 
2. agar pihak-pihak yang mengalami sengketa mencapai kesepakatan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.
128
 
    Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang 
penyelesaian sengketa yang disebut dengan teori strategi penyelesaian 
sengketa. Ada lima strategi dalam penyelesaian sengketa yaitu pertama, 
contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih 
disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya. Kedua, yielding (mengalah), 
yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang 
sebetulnya diinginkan. Ketiga, problem solving (pemecahan masalah), yaitu 
mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Keempat, with 
drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik 
secara fisik maupun psikologis. Kelima, inaction (diam), yaitu tidak 
melakukan apa-apa.
129
 
  Ahli antropologi hukum juga mengemukakan pendapatnya tentang cara-
cara penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam masyarakat, baik dalam 
masyarakat modern maupun tradisional. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr., 
mengemukakan tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Ketujuh 
cara itu meliputi:
130
 
1.  Membiarkan saja atau lumping it. Pihak yang merasakan perlakuan yang 
tidak adil, gagal dalam upaya untuk menekankan tuntutannya dia 
mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalah atau isu yang 
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menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya 
dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai 
kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi mengenai bagaimana 
proses mengajukan keluhan itu ke peradilan atau sengaja tidak diproses ke 
peradilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari 
keuntungannya (dari arti materiil maupun kejiwaan). 
2. Mengelak (avoidance). Pihak yang merasa dirugikan memilih untuk 
mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau 
untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut. Misalnya, dalam 
hubungan bisnis hal semacam ini bisa terjadi. Dengan mengelak, isu yang 
menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama 
dimana hubungan-hubungan berlangsung terus maka isunya saja yang 
dianggap selesai. Dalam hal bentuk kedua ini, pihak yang dirugikan 
mengelakkannya. Pada bentuk kesatu hubungan-hubungan tetap 
diteruskan, pada bentuk kedua hubungan-hubungan dapat dihentikan untuk 
sebagian atau untuk keseluruhan. 
3.  Paksaan atau coercion. Satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak 
lain sehingga hal ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat 
memaksakan ini atau ancaman untuk menggunakan kekerasan pada 
umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai. 
4. Perundingan (negotiation). Dua pihak yang berhadapan merupakan 
pengambil keputusan. Pemecahan atas masalah yang dihadapi dilakukan 
oleh mereka berdua. Mereka sepakat tanpa adanya pihak ketiga yang 
mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling meyakinkan. 
Jadi, mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya 
dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada. 
5.  Mediasi (mediation). Mediasi merupakan pemecahan dilakukan menurut 
perantara. Dalam cara ini terdapat pihak ketiga yang membantu kedua 
belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. 
Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang 
bersengketa, atau ditunjukkan oleh yang berwenang untuk itu. Baik 
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mediator yang merupakan hasil pilihan kedua belah pihak, ataupun karena 
ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan maka kedua pihak yang 
bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa dari seorang mediator akan 
digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat-
masyarakat kecil (paguyuban), bisa saja tokoh-tokoh yang berperan 
sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim. 
6. Arbitrase. Dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta 
perantara pihak ketiga, arbitrator, dan sejak semula telah setuju bahwa 
mereka akan menerima keputusan dari arbitrator itu. 
7.  Peradilan, adjudication. Di sini pihak ketiga mempunyai wewenang untuk 
mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak 
bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan 
menegakkan keputusan itu artinya berupaya bahwa keputusan 
dilaksanakan. 
  Ketujuh cara ini dapat dibagi menjadi tiga cara penyelesaian sengketa, 
yaitu tradisional, Alternative Dispute Resolution (ADR), dan pengadilan. Cara 
tradisional yaitu dengan membiarkan saja atau lumping it, mengelak 
(avoidance) dan paksaan. Ketiga cara ini tidak ditemukan dalam peraturan 
perundang-undangan. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan ADR 
adalah perundingan (negotiation), mediasi, dan arbitrase. Ketiga cara ini 
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa.  Penyelesaian sengketa melalui pengadilan 
dikenal dalam hukum acara.
131
 
  Dalam kaitan dengan proses penyelesaian pengaduan nasabah maka hal 
tersebut termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa yang menggunakan  
Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu perundingan, mediasi, dan 
arbitrase. Dalam konteks pengaduan nasabah untuk menyangkut masalah 
teknis maka mempedemomani PBI Nomor 7/7/2005 jo. PBI Nomor 
10/10/2008 yang mana untuk saat ini juga harus mempedomani Peraturan OJK 
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Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 
Keuangan dan dalam hal tidak menemukan solusi dalam lembaga pengaduan 
nasabah maka harus mempedomani Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 
tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. 
C. Teori Hukum Lawrence Meir Friedman 
Setiap masyarakat atau setiap kelompok membutuhkan cara tertentu 
untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan norma-norma yang esensial 
sehingga kemungkinan setiap masyarakat membutuhkan mekanisme tertentu 
untuk mengubah norma-norma dan menerapkannya pada situasi-situasi baru. 
Dalam pengertian ini bisa dikatakan bahwa setiap kelompok atau masyarakat 
memiliki hukum.
132
 
Semua bentuk teori sosial mengenai hukum menyajikan suatu prinsip 
fundamental yaitu hukum yang hidup, yang ketika dilihat di sembarang titik 
waktu akan menunjukkan jejak-jejak kekuatan sosial yang telah tertera pada 
sistem hukum. Setiap tindakan hukum (legal act) berasal dari dan 
mencerminkan kekuatan-kekuatan sosial yang telah berusaha menghasilkan, 
menghalangi, atau mengubah tindakan hukum itu. Ketika keseimbangan 
kekuatan bergeser ke arah perubahan, perubahanpun akan terjadi. Ketika 
tidak, keadaan sistem pun tetap tinggal sebagaimana sebelumnya. Secara 
umum, sebuah pengamatan terhadap hukum sebagai satu keseluruhan atau 
bagian-bagiannya yang penting akan mirip dengan sebuah irisan lapisan tanah; 
lapisan bebatuan dan fosil menunjukkan kekuatan-kekuatan yang telah 
membentuk daratan pada masanya.
133
 
      Terdapat satu hal yang perlu ditekankan berkaitan dengan penjelasan 
sosial mengenai hukum. Kekuatan-kekuatan sosial tidak secara abstrak 
membentuk hukum. Mereka harus benar-benar diterapkan  pada sistem 
melalui pengajuan tuntutan. Seseorang yang meneliti struktur sosial sebuah 
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masyarakat tidak bisa melihat terbentuknya sistem hukum dari struktur ini. Di 
tengah-tengah struktur sosial, kekuatan-kekuatan sosial, dan hukum, terjadi 
intervensi variabel kultural yang kompleks. Secara ringkasnya, variabel 
tersebut dinamakan dengan tuntutan.
134
 
Menurut Lawrence Meir Friedman menyatakan bahwa sistem hukum 
adalah suatu sistem yang terdiri atas tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan 
kultur. Struktur hukum adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem 
hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan beserta tingkatannya 
dan orang-orang yang terkait di dalamnya. Substansi hukum adalah elemen 
lainnya, yaitu peraturan beserta ketentuan tentang bagaimana institusi-
institusi itu harus berperilaku. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai 
sosial yang tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum. Ketiga unsur 
sistem hukum tersebut merupakan elemen dasar bagi sistem peradilan pidana, 
yaitu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Bagi bangsa 
Indonesia bahhwa sistem pengendalian kejahatan tersebut tidak hanya 
tergantung pada sarana, prasarana, maupun sumber daya manusia akan tetapi, 
juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan pandangan hidup serta budaya 
hukum masyarakat maupun keanekaragaman dari bangsa yang 
bersangkutan.
135
 
    Dalam konteks penelitian hukum yang penulis lakukan bahwa struktur 
hukum terdiri dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY dan Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) Danagung Bakti. Substansi berupa peraturan-
peraturan yang terkait dengan penyelesaian pengaduan nasabah. Kultur hukum 
internal berupa kultur hukum dari Bank BPD DIY dan BPR Danagung Bakti 
serta kultur hukum eksternal yang merupakan kultur hukum dari nasabah 
Bank BPD DIY dan BPR Danagung Bakti. 
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D. Tinjauan Tentang Perbankan di Indonesia 
1.  Pengertian Bank 
       Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.136 
        Pengertian bank menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan antara lain 
sebagai berikut:
137
  
a.   Bank ialah badan usaha kekayaan terutama dalam bentuk aset keuangan 
(financial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan 
hanya mencari keuntungan saja.  
b.   Bank juga pencipta dan pengedar uang kartal. Pencipta dan pengedar uang 
kartal (uang kertas dan logam) meruapakan otoritas tunggal bank sentral 
(Bank Indonesia) sedangkan uang giral dapat diciptakan oleh bank umum. 
c.   Bank merupakan pengumpul dana dan penyalur kredit. Hal ini 
dimaksudkan bahwa bank dalam operasinya mengumpulkan dana kepada 
SSU dan menyalurkan kredit kepada DSU. 
d.   Bank selaku pelaksana lalu lintas pembayaran (LLP)  berarti Bank menjadi 
pelaksana penyelesaian pembayaran transaksi komersial atau finansial dari 
pembayar kepada penerima. Lalu lintas pembayaran diartikan sebagai 
proses penyelesaian transaksi komersial dan/atau finansial dari pembayar 
kepada penerima melalui media bank. 
e.   Bank selaku stabilisator moneter yaitu bank mempunyai kewajiban ikut 
serta menstabilkan nilai tukar uang, nilai kurs, atau harga barang-barang 
relatif stabil atau tetap, baik  secara langsung maupun melalui mekanisme 
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Giro Wajib Minimum (GWM) Bank, Operasi Pasar Terbuka atau 
kebijakan diskonto. 
 
2.  Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Dalam Sistem Perbankan di Indonesia 
a. Jenis Bank     
     Berbicara mengenai jenis-jenis bank, maka dilihat dari fungsinya 
jenis-jenis bank ada 3 (tiga) yaitu :
138
 
1) Bank Sentral, yaitu jenis bank yang bertugas menerbitkan uang 
kertas dan uang logam untuk dijadikan sebagai alat pembayaran 
yang sah di dalam suatu negara dan mempertahankan konversi 
uang yang dimaksud terhadap emas atau perak maupun keduanya. 
2) Bank Umum, yaitu jenis bank yang bukan saja dapat meminjamkan 
atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, 
akan tetapi juga dapat memberikan pinjaman dan menciptakan 
sendiri uang giral. 
3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu jenis bank yang 
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau yang 
didasarkan pada prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 
memberikan jasa di dalam lalu lintas pembayaran. 
4) Bank Syariah, yaitu jenis bank yang beroperasi berdasarkan prinsip 
bagi hasil atau sesuai dengan kaidah ajaran islam mengenai hukum 
riba. 
       Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan, artinya siapa yang dapat 
memiliki bank tersebut, hal ini dapat dilihat dari akta pendiriannya. 
Dari segi kepemlikan, bank dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara 
lain :
139
 
1) Bank milik Pemerintah 
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         Bank milik pemerintah atau yang lebih dikenal dengan bank 
pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada di bawah 
pemerintah. Bank milik pemerintah didirikan oleh pemerintah, dan 
pada awalnya seluruh sahamnya adalah milik pemerintah. Dalam 
akta pendirian bank pemerintah, tertuang jelas bahwa pemilik bank 
tersebut adalah pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN 
(Badan Usaha Milik Negara). Dalam hal bank pemerintah sudah 
go-public, maka saham yang dimiliki pemerintah harus di atas 50% 
sehingga pemegang kendali bank pemerintah tetap pemerintah. 
Bank milik pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu bank pemerintah 
pusat dan daerah. 
2) Bank milik swasta nasional. 
        Bank swasta nasional merupakan bank yang didirikan oleh 
swasta baik individu, maupun lembaga, sehingga seluruh 
keuntungan akan dinikmati swasta. Sebaliknya, apabila terdapat 
kerugian atas usaha bank, maka kerugian tersebut akan ditanggung 
oleh pihak swasta. Beberapa diantara bank milik swasta nasional 
adalah Bank Permata, Bank Mualamat Indonesia, Bank Danamon 
dan Bank Maspion. 
3) Bank Milik Koperasi, 
       Bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum 
koperasi, dan seluruh modalnya menjadi milik koperasi. Di 
Indonesia, terdapat satu bank yang didirikan oleh Koperasi atau 
bank yang menjadi milik koperasi, yaitu Bank Bukopin. 
4)  Bank Milik Asing 
        Bank Asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah 
asing maupun oleh swasta asing. Bank asing berkantor pusat di luar 
wilayah negara Indonesia. bank asing yang ada di Indonesia 
merupakan cabang atau perwakilan dari bank asing yang berkantor 
pusat di negaranya masing-masing. Seluruh modalnya dimiliki oleh 
pemerintah asing atau swasta asing, sehingga keuntungan, maupun 
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kerugiannya akan menjadi milik negara asing atau orang asing (luar 
negeri). 
 
5) Bank Campuran 
         Bank campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh     
swasta asing dan nasional. Meskipun, pemilik bank campuran 
adalah warga Negara asing atau perusahaan asing dan warga 
Indonesia atau perusahaan dalam negeri, akan tetapi kepemilikan 
sahamnnya mayoritas dimiliki oleh swasta nasional. 
            Ditinjau dari Segi Statusnya maka jenis-jenis bank terdiri atas       
beberapa jenis sebagai berikut: 
1) Bank Devisa 
 Bank Devisa merupakan bank yang dapat melakukan 
aktivitas transaksi ke luar negeri dan/atau transaksi yang 
berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Produk 
yang ditawarkan oleh bank devisa lebih lengkap dibanding dengan 
produk yang ditawarkan oleh bank nondevisa. Beberapa diantara 
Bank Devisa adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Bank 
Permata, BTN, dan BII. Produk yang ditawarkan oleh Bank Devisa 
antara lain  giro baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta 
asing, deposito dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta 
asing, Letter Of Credit (L/C), Surat Kredit Berdokumen Dalam 
Negeri (SKBDN), Travellers Cheque, Transfer ke dalam maupun 
ke luar negeri, Foreign Exchange, dan Bank Guarantee. 
 
2) Bank Nondevisa 
          Bank Nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai 
izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi 
yang dilakukan oleh bank nondevisa masih terbatas pada transaksi 
dalam negeri dan/atau mata uang rupiah saja. Bank nondevisa 
dapat mengubah statusnya menjadi bank devisa apabila sudah 
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memenuhi persyaratan menjadi bank devisa. Salah satu persyaratan 
menjadi bank devisa adalah telah memperoleh keuntungan dua 
tahun terakhir secara berturut-turut. 
    
                 Jenis bank ditinjau dari segi cara penentuan harga adalah : 
1) Bank Konvensional 
  Bank Konvensional merupakan bank yang dalam penentuan 
harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang 
diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat, 
maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas 
penghimpun dana. Disamping itu, untuk mendapatkan keuntungan 
dari pelayanan jasanya maka bank konvensional akan 
membebankan fee kepada nasabahnya. 
  Dalam memberikan balas jasa kepada pihak yang 
menempatkan dananya maka bank konvensional memberikan balas 
jasa berupa bunga untuk tabungan, maupun deposito serta 
memberikan jasa giro kepada nasabah yang mempunyai simpanan 
giro. Bank akan mendapatkan bunga atas pinjaman (kredit) yang 
diberikan kepada nasabah dan fee atas transaksi jasa perbankan 
yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan pelayanan jasa 
bank. Besarnya fee atas pelayanan jasa perbankan tergantung pada 
bank masing-masing, dan dipengaruhi oleh kondisi persaingan 
antar bank. Contoh bank konvensional antara lain: Bank BRI, BNI, 
Mandiri, dan Permata. 
 
(2) Bank Syariah    
           Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu 
pada syariah/hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak 
membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada 
nasabah. Imbalan yang diterima oleh Bank Syariah, maupun yang 
dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian 
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antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada 
hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan 
nasabah dalam penghimpun dana, maupun penyalurannya. 
Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk 
pada syarat dan rukun akad tersebut. 
        Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah 
adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit 
usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara 
dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah 
adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 
syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank 
pembiayaan rakyat syariah. Beberapa contoh bank syariah antara lain 
Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BNI Syariah, Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) Syariah. 
    Dalam mengelola usahanya maka bank membedakan jenis bank 
berdasarkan tingkatannya. Perbedaan jenis tingkatan tersebut dapat 
dilihat dari tujuan dan volume aktivitasnya, kelengkapan produk, dan 
jasa bank yang diberikan, kewenangan dalam pengambilan keputusan, 
serta wilayah operasinya. 
       Jenis-jenis tingkatan kantor bank tersebut antara lain sebagai 
berikut : 
1) Kantor Pusat 
       Kantor Pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari 
kantor cabang di seluruh wilayah negara, maupun yang ada di 
negara lain. Setiap bank hanya memiliki satu kantor pusat dan 
berlokasi di negara di mana bank tersebut didirikan. 
        Tugas utama kantor pusat antara lain menyusun kebijakan 
operasional bank secara keseluruhan, membuat perencanaan 
strategis, dan melakukan pengawasan terhadap operasional yang 
terjadi di kantor cabang. 
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2) Kantor Wilayah 
         Kantor Wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat 
yang membawahi suatu wilayah tertentu. Pembagian kantor 
wilayah didasarkan pada besar kecilnya bank, maupun wilayah 
yang menjadi target pemasarannya. Kantor wilayah tidak melayani 
secara langsung kepada masyarakat umum dalam menjual 
produknya, akan tetapi sebagai koordinator dari kantor cabang 
dalam menacapai target penghimpunan dana, penyaluran dana, 
maupun pelayanan jasa. 
3) Kantor Cabang Penuh 
         Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi 
kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan 
semua transaksi perbankan. Dengan kata lain, semua transaksi 
perbankan dapat dilakukan oleh kantor cabang penuh. Kantor 
cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu dan kantor kas 
sehingga kantor cabang pembantu dan kas bertanggung jawab 
kepada kantor cabang penuh dalam melakukan aktivitas 
operasionalnya. 
4) Kantor Cabang Pembantu 
        Pada kantor cabang penuh dapat melayani semua transaksi 
perbankan sedangkan kantor cabang pembantu hanya dapat 
melayani beberapa aktivitas perbankan. Pada umumnya, kantor 
cabang pembantu lebih memfokuskan pada aktivitas 
penghimpunan dana pihak ketiga saja. Dalam menyalurkan dana 
(kredit) kepada debitur, kantor cabang pembantu hanya diberi 
kewenangan untuk mencari calon debitur. Keputusan persetujuan 
maupun penolakan atas permohonan kredit calon debitur dilakukan 
oleh kantor cabang penuh. Pimpinan kantor cabang pembantu 
menjadi salah satu komite yang ikut mengambil keputusan kredit 
tersebut. 
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5) Kantor Kas 
          Kantor kas merupakan kantor cabang yang paling kecil, 
karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas meliputi 
transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan 
tunai.  
 
b. Kegiatan Usaha Bank  
Menurut ketentuan Undang-Undang Perbankan bahwa kegiatan 
usaha perbankan dalam sistem perbankan nasional di Indonesia dapat 
dibedakan menjadi kegiatan Usaha Bank Umum dan kegiatan usaha 
Bank Prekreditan Rakyat (BPR). 
1) Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional 
Kegiatan usaha bank umum konvensional sebagaimana 
termuat dalam ketentuaan Pasal 6 dan Pasal 10 Undang-Undang 
Per6bankan bahwa kegiatan usaha pokok perbankan yang dapat 
djalankan oleh bank umum konvensional adalah sebagai berikut
140
: 
a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, 
dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 
b) Memberikan kredit. Hal ini berarti bank umum konvensional 
dapat menyalurkan dananya dengan memberikan kredit kepada 
pihak yang membutuhkan dana. 
c) Menerbitkan surat pengakuan hutang. Dalam hal ini bank 
umum konvensional dapat menerbitkan surat pengakuan hutang 
baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang 
sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 sampai 
229 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang 
dikenal dengan Surat Berharga Pasar Uang. 
                                                          
140
Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman,Hukum Perbankan,Sinar 
Grafika, Jakarta, 2012,hlm.153-155. 
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d) Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun 
untuk kepentingan  dan atas perintah nasabahnya: 
(1) Surat-surat wesel  termasuk wesel yang diakseptasi oleh 
bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan 
dalam perdagangan surat-surat dimaksud. 
(2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang 
masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam 
perdagangan surat-surat dimaksud. 
(3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan 
pemerintah. 
(4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 
(5) Obligasi  
(6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu 
tahun). 
(7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai 
dengan 1 (satu) tahun. 
e) Memindahkan Uang 
Bank umum konvensional menjalankan usaha memindahkan 
uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 
kepentingan nasabah. 
f) Menempatkan dana atau meminjamkan dana. Bank umum 
konvensional menjalankan usaha menempatkan dana pada, 
meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain 
baik dengan menggunakan surat , sarana telekomunikasi 
maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. 
g) Menerima pembayaran tagihan. Bank umum konvensional 
menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan 
melakukan perhitungan dengan atau pihak ketiga. Kegiatan ini 
mencakup antara lain inkaso dan kliring. 
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h) Menyediakan tempat penyimpanan. Bank konvensional 
menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 
berharga.  
i) Melakukan kegiatan penitipan. Bank umum konvensional 
melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 
berdasarkan suatu kontrak. Kegiatan pentipan dapat dilakukan 
baik dengan menerima titipan harta penitip maupun 
mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank. 
j) Penempatan dari dalam bentuk surat berharga. Bank umum 
konvensional melakukan penempatan dana dari nasabah kepada 
nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak 
tercatat di bursa efek. Dalam kegiatan ini bank berperan 
sebagai penghubung antara nasabah yang membutuhkan dana 
dengan nasabah yang memiliki dana. 
k) Bank umum konvensional melakukan kegiatan anjak piutang, 
kartu kredit, dan wali amanat. 
l) Bank umum konvensional dapat melakukan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah dengan menyediakan pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah seuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
m) Menyediakan kegiatan lain. Bank umum konvensional 
melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank 
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank dalam hal ini adalah 
kegiatan usaha selain dari kegiatan usaha sebagaimana tersebut 
diatas yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku misalnya memberikan bank 
garansi,swap bunga,membbantu administrasi usaha nasabah 
dan lain-lain.  
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Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perbankan bahwa selain 
melakukan kegiatan usaha pokok, bank umum konvensional dapat pula 
melakukan atau menjalankan kegiatan usaha tambahan namun dengan 
izin khusus. Kegiatan usaha tambahan yang dapat dijalankan bank 
umum konvensional meliputi:
141
 
a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi 
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau 
perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, 
modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring 
penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk 
mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah dengan syarat menarik kembali 
penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia. 
d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana 
pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan dana pensiun yang berlaku. 
 
2) Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah 
Kegiatan usaha Bank Umum Syariah telah diatur dalam Pasal 
19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah, yaitu
142
: 
a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, 
tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 
                                                          
141
 Ibid.,hlm.156. 
142
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Tahun 
2008), Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.36.  
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berdasarkan akad wadi’ah143 atau akad lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah. 
b) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, 
tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan akad mudharabah144 atau akad lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah. 
c) Menyalurkan dana melalui pembiayaan bagi hasil berdasarkan 
akad mudharabah145, akad musyarakah146 atau akad lain yang 
tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 
d) Menyalurkan dana melalui transaksi jual beli berdasarkan akad 
murabahah, akad salam147,akad istishna148 atau akad lain yang 
tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 
 
 
                                                          
143
Akad wadi’ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang 
mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk 
menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. 
144
Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pihak pertama (shahibul 
maal atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua („amil mudharib atau bank 
syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha 
sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. 
145
Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama 
(malik, shahibul mal atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak 
kedua („amil, mudharib atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan 
membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. 
146
Akad musyarakah adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk 
suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan 
bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian 
ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. 
147
Akad salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan 
dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang 
disepakati. 
148
Akad istishna adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan 
pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara 
pemesan atau pembeli (mustashni’) dan penjual atau pembuat (shani‟). 
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e) Menyalurkan dana berdasarkan akad qardh149 atau akad lain 
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 
f) Menyalurkan dana melalui penyewaan barang bergerak atau 
tidak bergerak kepada musta’jir (penyewa barang) berdasarkan 
akad ijarah150 dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah 
muntahiya bittamlik151 atau akad lain yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah. 
g) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad 
hawalah.152 
h) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang 
perbankan dan sosial sepanjang tidak bertentangan dengan 
prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
3) Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensoinal 
 Kegiatan usaha Bank Prekreditan Rakyat (BPR) memiliki 
kegiatan usaha yang terbatas dibandingkan dengan kegiatan usaha 
Bank Umum Konvensional. Menurut ketentuan Pasal 13 Undang-
Undang Perbankan bahwa kegiatan usaha Bank Prekreditan Rakyat 
antara lain sebagai berikut:
153
 
                                                          
149
Akad qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan 
bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah 
disepakati. 
150
Akad ijarah adalah akad pinjaman dana kepada nasabah wajib 
mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. 
151
Akad ijarah muntahiyah bi tamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka 
memindahkan guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa 
dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. 
152
Akad hawalah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada 
pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. 
153
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2011, 
hlm.23. 
38 
 
 
 
a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya 
yang dipersamakan dengan itu. 
b) Memberikan kredit 
c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan 
prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
Bank Indonesia. 
d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank 
Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, 
dan/atau tabungan pada bank lain. 
 
 Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Perbankan mengatur 
juga mengenai kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh Bank 
Prekreditan Rakyat antara lain sebagai berikut:
154
 
a) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu 
lintas pembayaran 
b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 
c) Melakukan penyertaan modal 
d) Melakukan usaha perasuransian 
e) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana 
dalam Pasal 13. 
 
3. Fungsi Lembaga Perbankan 
  Perbankan memiliki fungsi pokok antara lain sebagai berikut:
155
 
a. Menghimpun Dana 
          Dana yang dhimpun oleh bank terutama berasal dari 3 (tiga) sumber 
pokok, yaitu: 
                                                          
154
Ibid, hlm.24. 
155
 Djoni S.Ghazali, Op.cit hlm.39.   
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1) Dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan, 
dana endapan Letter Of Credit (L/C), bank garansi, wesel, dan 
sebagainya. 
2) Dari lembaga penanam modal atau lembaga keuangan nonbank seperti 
dana pensiun, asuransi, koperasi, reksa dana dan sebagainya. 
3) Dari dunia usaha dan masyarakat lain. 
 
b. Memberi Kredit 
 Pelaksanaan fungsi pemberian kredit harus memperhitungkan 
likuiditas agar tidak membahayakan pemenuhan kewajiban kepada 
nasabah jika sewaktu-waktu diperlukan. Kredit dapat berupa jangka 
pendek, menengah, dan panjang. Kredit jangka pendek dapat memberi 
pengaruh langsung terhadap pasar uang sedangkan kredit jangka 
menengah dan jangka panjang dapat mempunyai pengaruh langsung 
terhadap pasar modal. 
 
c. Memperlancar Lalu Lintas Pembayaran 
 Fungsi ini dilakukan dalam berbagai bentuk, antaralain pemberian 
jaminan bank, pengiriman uang, pembukaan L/C, dan inkaso. 
 
d. Media Kebijakan Moneter 
 Bank sebagai penerima simpanan giro sering dikatakan sebagai 
lembaga yang mempunyai kemampuan menciptakan uang. Dalam konteks 
demikian bank sering dikatakan berfungsi sebagai media kebijakan 
moneter. 
 
e. Penyedia Informasi, Pemberian Konsultasi, dan Bantuan Penyelenggaraan 
Administrasi. 
 Informasi suku bunga (investasi), konsultasi investasi, bantuan 
administrasi proyek dan sebagainya sudah lazim dilakukan oleh bank-bank 
sekarang ini. 
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 Menurut Undang-Undang Perbankan, bank mempunyai fungsi 
sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.   
 
4.Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan 
      Di dalam Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa nasabah 
adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Pengertian nasabah tersebut 
merupakan cakupan dari nasabah penyimpan, nasabah debitur, dan walk-in 
customer.  
      Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di 
bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah 
yang bersangkutan. Pengertian dari nasabah debitur adalah nasabah yang 
memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 
atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan 
nasabah yang bersangkutan. Walk-in customer adalah pihak yang tidak 
memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan 
transaksi keuangan.
156
 
 Menurut Ricardo Ben-Oliel, nasabah bank biasanya menghadapi 
masalah dalam hal diskriminasi dalam proses untuk pinjaman kredit dan 
prosedur bank yang terlalu kaku.
157
 
 Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, Marulak 
Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia 
mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan 
melalui dua cara, yaitu: 
a. Perlindungan secara implisit (implicit deposit protection), yaitu 
perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank 
yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. 
Perlindungan ini yang diperoleh melalui:  
1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan 
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Rachamadi Usman, Op.cit., hlm. 77. 
157
Ricardo Ben-Oliel, “Foreign Influences in Israeli Banking Laws”,artikel pada 
Electronic Journal of Comparative Law, Vol.12.2, October 2008, hlm.02. 
41 
 
 
 
2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang 
efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia 
 3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga 
pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada 
umunya 
 4) memelihara tingkat kesehatan bank  
 5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian  
 6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan 
nasabah dan  
7) menyediakan informasi risiko pada nasabah. 
b. Perlindungan secara eksplisit (explicit deposit protection), yaitu 
perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin 
simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, 
lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan 
pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui 
pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, 
sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 
tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum. Lembaga ini 
sekarang adalah Lembaga Penjamin Simpanan dengan dasar hukum 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan.
 158
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Marulak Pardede, “Perspektif Perlindungan Hukum Simpanan Dana Nasabah 
Pada Bank”,artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, Vol.11, 2000, hlm. 50-61. 
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 Lembaga Penjamin Simpanan yang landasan hukumnya adalah 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga 
Penjaminan Simpanan merupakan suatu lembaga yang mengadakan 
penjaminan terhadap simpanan nasabah penyimpan dari suatu bank yang 
mengikuti program penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan.
159
  
 Dalam hal perlindungan hukum terhadap nasabah debitur maka 
dalam hal ini lebih terkait dalam hal perlindungan nasabah atas perjanjian 
kredit. Hal ini mengingat bahwa perjanjian kredit hampir selalu dalam 
bentuk klausula baku. 
Di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen disebutkan mengenai klausula baku 
yang dilarang, yaitu yang isinya : 
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 
b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 
kembali barang yang dibeli konsumen; 
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 
kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli 
konsumen; 
d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha 
baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan 
segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli 
oleh konsumen secara angsuran; 
e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 
f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa 
atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual 
beli jasa; 
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g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 
aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang 
dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 
memanfaatkan jasa yang dibelinya; 
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha 
untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 
terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 
     Di dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha 
dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit 
terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya 
sulit dimengerti. 
  Di dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK disebutkan bahwa setiap klausula 
baku yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 
ayat (1) dan ayat (2) UUPK dinyatakan batal demi hukum. Salah satu 
upaya dalam melindungi nasabah secara tidak langsung adalah dengan 
menekankan dan menerapkan secara sungguh-sungguh prinsip kehati-
hatian.
160
 
   Sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan dikemukakan 
 bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan 
 Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari 
 ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu 
 asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam 
 menjalankan kegiatan usahanya.
161
 
   Asas kehati-hatian yang diterapkan bank dengan sungguh-sungguh 
 pada akhirnya juga akan memberikan kemanfaatan bagi nasabah, selain 
 daripada bank sendiri. Inilah mengapa penerapan prinsip kehati-hatian 
 oleh bank dikatakan sebagai salah satu upaya perlindungan nasabah 
 secara tidak langsung. 
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   Dalam rangka melindungi nasabah perbankan dan secara umum 
untuk  menjaga kesehatan dunia perbankan Indonesia dari sisi moralitas 
dan etika maka Bank Indonesia juga mengeluarkan kode etik bagi Bankir 
sebagai berikut: 
a. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan 
dan peraturan yang berlaku. 
b. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala 
transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya. 
c. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat. 
d. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk 
kepentingan pribadi. 
e. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan 
keputusan jika terdapat pertentangan kepentingan. 
f. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya. 
g. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari 
setiap kebijakan yang diterapkan banknya terhadap keadaan 
ekonomi, sosial, dan lingkungan. 
h. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang 
memperkaya diri pribadi maupun keluarganya. 
i. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat 
merugikan citra profesinya.
162
 
 
E. Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia 
1. Pengertian Sengketa Perbankan 
 Sengketa biasanya bermula dari dari situasi dimana ada pihak yang 
merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak 
puas yang bersifat subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami 
oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul 
kepermukaan apabila terjadi conflict of interest. Pihak yang merasa 
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dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. 
Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama 
maka konflik tersebut dapat terselesaikan. Sebaliknya, jika reaksi dari 
pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai 
yang berbeda maka itulah dinamakan dengan sengketa.
163
 
 Pengertian sengketa seperti yang telah dijelaskan pada sub bab  
sebelumnya yang dikemukakan oleh Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin 
menyatakan bahwa sengketa merupakan perbedaan kepentingan atau 
tidak dicapainya suatu kesepakatan para pihak. Perbedaan kepentingan 
yang dimaksud adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan dari 
masing-masing pihak. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa sengketa 
perbankan dapat terjadi akibat dari perbedaan kepentingan diantara para 
pihak (pihak bank dan nasabah) yang mengadakan transaksi perjanjian 
pembiayaan. 
 Perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan dalam 
suatu persengketaan biasanya mengakibatkan kegagalan proses 
mencapai kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan 
putusnya jalur komunikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak 
mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tanpa memikirkan 
nasib ataupun kepentingan pihak lainnya. 
 
2. Cara Penyelesaian Sengketa Perbankan 
  Hubungan hukum antara bank dan nasabah timbul karena adanya 
kredit atau pembiayaan. Kredit atau pembiayaan bermasalah adalah 
salah satu dari lima masalah besar yang dihadapi perbankan nasional. 
Pengertian pembiayaan bermasalah menurut pengertian bank adalah 
pembiayaan yang berada dalam klasifikasi diragukan dan macet (non 
performing loans). 
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    Dalam hal terdapat pembiayaan bermasalah, bank menjaga 
likuiditasnya dengan berusaha mengupayakan penyelesaian 
permasalahan yang dihadapinya. Berdasarkan asas dalam perjanjian 
maka diterapkan Asas Pacta Sunt Servanda yang berarti bahwa 
perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah mengikat para pihak 
sebagai undang-undang. Di dalam pasal penyelesaian perselisihan 
perjanjian melalui perbankan terdapat tahapan penyelesaian yaitu 
diupayakan penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan (non litigasi), 
dan diupayakan penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan (litigasi). 
a. Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Jalur di Luar 
Pengadilan (Non Litigasi) 
1) Penyelesaian Pengaduan Nasabah Perbankan 
     Salah satu upaya untuk melindungi nasabah perbankan 
(nasabah deposan, nasabah debitur, maupun walk-in cutomer), 
maka pada tanggal 20 Januari 2005 Bank Indonesia menerbitkan 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 yang mengatur 
mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah.Hal ini dikarenakan 
pada masa itu pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan 
secara micro-prudential masih berada di Bank Indonesia.  
     Pada konsiderans menimbang disebutkan pertimbangan 
yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 
7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yaitu 
sebagai berikut: 
a. penyelesaian pengaduan nasabah merupakan salah satu bentuk 
peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka menjamin 
hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank; 
b. pengaduan nasabah yang tidak segera ditindaklanjuti 
berpotensi meningkatkan resiko reputasi bagi bank dan dalam 
47 
 
 
 
jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat 
terhadap lembaga perbankan.
 164
 
Dalam rangka menyempurnakan ketentuan yang berkaitan 
dengan penyelesaian pengaduan nasabah, Bank Indonesia pada 
tanggal 28 Februari 2008 menerbitkan Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan 
Nasabah. Pada konsiderans menimbang disebutkan latar belakang 
lahirnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang 
Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yaitu: 
a. dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan 
pengawasan bank yang berdasarkan resiko, Bank Indonesia 
telah menetapkan standar minimum mekanisme penyelesaian 
pengaduan nasabah. Pemantauan atas pelaksanaan mekanisme 
Penyelesaian Pengaduan Nasabah tersebut memerlukan 
ketersediaan data dan informasi terkait penanganan dan 
penyelesaian pengaduan nasabah yang akurat dan tepat waktu; 
b. untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi tersebut diatas 
dan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
pengelolaan informasi di Bank Indonesia, maka diperlukan 
suatu sistem pelaporan bank yang didukung oleh infrastruktur 
sistem informasi yang lebih memadai dan bersifat sistematis 
untuk lebih memudahkan Bank Umum menyampaikan laporan 
ke Bank Indonesia melalui Sistem Laporan Kantor Pusat Bank 
Umum (LKPBU); 
c. oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap tatacara 
pelaporan Bank Umum mengenai penyelesaian pengaduan 
nasabah dari sistem manual menjadi sistem on-line melalui 
sistem LKPBU. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya 
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Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/3/PBI/2008 tentang 
Laporan Kantor Pusat Bank Umum. Pelaporan oleh Bank 
Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah tetap 
dilakukan secara manual.
165
 
Sedangkan pasca lahirnya OJK pada tahun 2011, Otoritas 
Jasa Keuangan selaku lembaga yang mempunyai keweangan 
pengawasan dan pembinaan dalam hal micro-prudential juga telah 
menerbitkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang didalamnya 
juga mengatur mengenai lembaga penyelesaian pengaduan nasabah 
yang pada dasarnya adalah sama dengan substansi PBI Nomor 
7/7/2005 jo. PBI 10/10/2008 akan tetapi di dalam Peraturan OJK 
Nomor 1/POJK.07/2013 minus pengaturan dalam hal pengaduan 
secara lisan yang sebelumnya telah diatur di dalam PBI Nomor 
7/7/2005 jo. PBI Nomor 10/10/2008. Meski begitu, di dalam pasal 
55 ketentuan penutup Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 telah 
diatur bahwa peraturan-peraturan terkait dengan perlindungan 
konsumen di sektor jasa keuangan yang telah diatur sebelum 
terbitnya Peraturan OJK a quo adalah tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013.   
 
2) Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi 
atau Arbitrase. 
  Penggunaan lembaga peradilan dalam proses penyelesaian 
suatu sengketa terutama sengketa perbankan menyisakan banyak 
kekurangan/kelemahan yang mana secara umum kekurangan 
/kelemahan tersebut ini apabila ditinjau dari aspek ekonomi 
merupakan salah satu komponen yang mengakibatkan munculnya 
ekonomi biaya yang tinggi. 
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  Beberapa kritik yang sering dilontarkan terhadap lembaga 
peradilan adalah sebagai berikut:
166
 
a) penyelesaian sengketa “lambat”. Penyelesaian perkara melalui 
proses litigasi pada umumnya lambat atau waste of time. Hal ini 
disebabkan proses pemeriksaan bersifat sangat formal dan 
sangat teknis. Selain itu, jumlah perkara yang banyak 
mengakibatkan proses penyelesaian sengketa menjadi lambat. 
b) biaya perkara memerlukan biaya yang mahal. Semua pihak 
menganggap biaya perkara sangat mahal apalagi jika dikaitkan 
dengan lamanya penyelesaian. 
c) Peradilan  tidak tanggap (unresponsive). 
d) Kemampun para hakim bersifat generalis. 
Berbagai kekurangan dari lembaga peradilan dalam 
menyelesaikan suatu sengketa terutama sengketa perbankan 
sangat dirasakan oleh para pihak yang bersengketa. Kondisi ini 
semakin menyakinkan perlunya ditemukan cara penyelesaian lain 
yang dapat mendamaikan para pihak yang bersengketa. Oleh 
karena itu, para pihak baik nasabah maupun pihak bank 
menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui jalur non 
litigasi atau di luar pengadilan.   
a) Negosiasi 
Istilah negosiasi pada umumnya digunakan untuk suatu 
pembicaraan atau perbandingan dengan tujuan mencapai suatu 
kesepakatan antara para peserta tentang hal yang dirundingkan. 
Negosiasi juga merupakan suatu proses pembicaraan atau 
perundingan mengenai suatu hal tertentu untuk mencapai 
kesepakatan diantara para pihak yang melakukan negosiasi. 
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   Menurut Howord Raifia sebagaimana yang dikutip oleh 
Suyud Margono ada beberapa tahapan negosiasi yaitu sebagai 
berikut:
167
 
(1) Tahap persiapan 
Hal pertama yang perlu dipersiapkan dalam negosiasi ialah 
mengenali kepentingan para pihak yang bersengketa. Tahapan 
ini sering disebut dengan know yourself. Dalam tahap 
persiapan ini, kita perlu menelusuri berbagai alternatif lainnya 
apabila negosiasi tidak mencapai kesepakatan atau disebut 
dengan BATNA (best alternative to a negotited agreement) 
(2) Tahap tawaran awal (opening gambit) 
Pada tahap ini biasanya para pihak mempersiapkan strategi 
tentang hal-hal yang bekaitan dengan pertanyaan siapakah 
yang harus terlebih dahulu menyampaikan tawaran. Apabila 
kita menyampaikan tawaran awal sedangkan pihak lawan 
tidak siap (ill prepared) maka terdapat kemungkinan tawaran 
pembuka mempengaruhi persepsi tentang reservation price 
dari pihak lawan. 
(3) Tahap pemberian konsesi (the negotiated dance) 
Konsensi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks 
negosiasi dan konsesi yang diberikan oleh pihak lawan. 
Dalam tahapan ini, seorang perunding harus dengan tepat 
melakukan kalkulasi tentang agresifitas serta harus bersikap 
manipulatif. 
(4) Tahap akhir 
Tahap terakhir ialah pembuatan komitmen atau membatalkan 
komitmen yang telah dinyakatan sebelumnya. 
 Howord Raifia menyatakan bahwa agar suatu negosiasi 
dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang 
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bersifat stabil terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhinya 
yaitu sebagai berikut: 
(1)  pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasakan 
 kesadaran penuh (willingness) 
(2)  pihak-pihak siap melakukan negosiasi (preparedness)  
(3)  mempunyai wewenang mengambil keputusan (authoritative) 
(4) memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat 
menciptakan saling ketergantungan (relative equal bargaining 
power)  
(5) mempunyai kemauan menyelesaikan masalah. 
b)  Mediasi 
      Mediasi merupakan proses pemecahan masalah di mana pihak 
luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak 
yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan 
perjanjian yang memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, 
mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa 
antara para pihak namun dalam hal ini para pihak menguasakan 
kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-
persoalan. 
     Menurut Kovact sebagaiamana dikutip oleh Suyud Margono 
bahwa mediasi berarti facilitatied negotiation, it process by which a 
neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a 
muttually satisfaction solution.
168
 
Dari rumusan diatas dapat ditarik beberapa hal penting yaitu sebagai 
berikut:  
(1) mediasi ialah suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan 
perundingan 
(2) mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di 
 dalam perundingan 
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(3) mediator bertugas membantu para pihak yang bersengkata untuk 
 mencari penyelesaian. 
(4)mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan 
selama perundingan berlangsung 
(5)tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan 
kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa 
guna mengakhiri sengketa. 
 c) Konsiliasi 
    Seperti halnya dengan mediasi, konsiliasi juga merupakan suatu 
proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan 
pihak ketiga yang netral dan tidak memihak
169
. Biasanya, konsiliasi 
mengacu pada suatu proses yang mana pihak ketiga bertindak sebagai 
pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para 
pihak tetapi perannya lebih sedikit dalam proses negosiasi 
dibandingkan seorang mediator. 
    Tugas dari konsiliator hanyalah sebagai fasilitator untuk 
melakukan komunikasi diantara para pihak sehingga dapat ditemukan 
solusi oleh para pihak itu sendiri. Dengan demikian, konsiliator hanya 
melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat 
pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa 
pesan dari satu pihak ke pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin 
disampaikan langsung atau tidak mau bertemu langsung dan lain-lain. 
d)  Arbitrase  
 Arbitrase berasal dari kata arbitrase (bahasa latin) yang berarti 
kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut 
kebijaksanaan.
170
 Riskin dan Westbrook mengatakan bahwa arbitrase 
ialah suatu bentuk pengadilan yang mana pembuat keputusan bersifat 
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netral dan bukan merupakan seorang hakim atau seorang pegawai 
administratif. Dalam memberikan pengertian mengenai arbitrase tidak 
terdapat satupun pengertian yang komprehensif dan akurat yang 
menggambarkan seluruh sistem arbitrase.
171
 Dengan demikian, sulit 
untuk memberikan satu pengertian yang universal mengenai arbitrase. 
Oleh karena itu, baik para ahli maupun peraturan perundang-undangan 
memberikan pengertian yang berbeda mengenai arbitrase meskipun 
pada intinya mengandung unsur yang sama. 
   Pengertian arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa yaitu: 
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 
peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang 
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 
  Pengertian arbitrase menurut Priyatna Abdurrasyid adalah sebagai 
berikut: 
Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian 
sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh 
undang-undang dimana satu pihak atau lebih menyerahkan 
sengketanya, ketidak sepahamannya, ketidaksepakatannya dengan 
salah satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) ahli 
yang profesional yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan 
swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang 
telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai 
kepada putusan yang final dan mengikat.
172
 
 
  Subekti memberikan mengenai pengertian arbitrase yaitu 
pemutusan suatu sengketa oleh seorang atau beberapa orang yang 
ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa sendiri di luar hakim atau 
pengadilan.
173
 Hal ini dimaksudkan bahwa yang dimaksud dengan 
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arbitrase ialah salah satu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan 
atas kesepakatan para pihak yang bersengketa baik pihak nasabah 
maupun bank dengan menunjuk pihak ketiga diluar peradilan umum. 
    Dari beberapa pengertian mengenai arbitrase yang telah 
dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan pengertian arbitrase 
yaitu sebagai berikut: 
(1)  Arbitrase merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis 
berdasarkan kesepakatan para pihak. 
(2) Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa di luar 
peradilan umum. 
(3)  Arbitrase merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan 
oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan profesional dibidangnya 
serta dipilih oleh para pihak yang bersengketa. 
(4)  Pihak ketiga tersebut atau yang lebih dikenal sebagai arbiter atau 
majelis arbitrase bertindak sebagai pembuat keputusan yang harus 
dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa. 
(5)  Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat.  
     Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa 
“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para 
pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Pasal 11 ayat (1) 
dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berisi pada ayat (1), 
“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak 
untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang 
termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”. Pada Pasal 11 
Ayat (2), “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur 
tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan 
melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan 
dalam undang-undang ini”. 
     Jika dalam pelaksanaan putusan arbitrase para pihak tidak 
mematuhi isi putusan karena adanya pemalsuan, ketidakjujuran dan 
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penipuan dari salah satu pihak maka pihak yang merasa dirugikan 
dapat mengajukan pembatalan putusan arbitrase. Namun, jika salah 
satu pihak tidak mau mematuhi isi putusan arbitrase dan merugikan 
pihak lainnya maka upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan 
permohonan eksekusi putusan ke Pengadilan Negeri. 
Dalam konteks Alternatif Dispute Resolutions dalam ranah 
sektor jasa keuangan dikenal mediasi perbankan sebagai salah satu 
upaya perlindungan terhadap nasabah. Mediasi perbankan ini 
diperuntukkan bagi mereka yang masih belum merasa puas atas hasil 
yang diperoleh dalam proses penyelesaian pengaduan nasabah. 
Permohonan untuk dilakukan mediasi perbankan diajukan secara 
tertulis kepada Bank Indonesia dengan syarat tidak melebihi 60 (enam 
puluh) hari kerja. Di dalam mediasi perbankan ini, yang bertindak 
sebagai mediator adalah pihak Bank Indonesia. Dasar hukum dari 
mediasi perbankan adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 
8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan.  
Pasca lahirnya OJK pada tahun 2011, kewenangan 
penyelesaian melalui jalur ADR pasca gagalnya lembaga penyelesaian 
pengaduan nasabah dapat dilakukan melalui fasilitas penyelesaian 
pengaduan yang dilakukan oleh OJK sebagaimana diatur di dalam 
BAB III pasal 40 sampai pasal 46 Peraturan OJK Nomor 
1/POJK.07/2013 atau melalui lembaga alternatif penyelesaian 
sengketa yang terdaftar di OJK sebagaimana termaktub di dalam 
Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif 
Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. 
 
b. Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Jalur Pengadilan 
(Litigasi) 
         Litigasi diartikan sebagai proses administrasi dan peradilan 
(court and administrative proceedings). Eisenberg memberikan 
56 
 
 
 
definisi litigasi sebagai court and administrative proceedings, the 
most familiar process to lawyer, features a third party with power 
to imposed a solution upon the disputants. It ussually produces a 
“win/lose” result.174  
  Litigasi merupakan persiapan dan presentasi dari setiap 
kasus termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh 
sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi 
permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga 
sedangkan jalur litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum 
termasuk sengketa perbankan melalui jalur pengadilan. 
          Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak dalam batas 
tertentu litigasi sekurang-kurangnya menjamin bahwa kekuasaan 
tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman 
sosial.  Suatu ketentuan umum dan proses gugatan, litigasi sangat 
baik untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah 
posisi pihak lawan. Litigasi juga memberikan suatu standar 
prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para 
pihak untuk didengar keterangannya sebelum diambil keputusan. 
 
F. Penelitian Yang Relevan 
Penelitian tentang “Pelaksanaan Penyelesaian Pengaduan Nasabah 
Pada Bank BPD DIY dan Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti” baik 
di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, perpustakaan 
Pusat Universitas Gajah Mada, Perpustakaan Pusat maupun Perpustakaan  
Pascasarjana Universitas Negeri Sebelas Maret sepengetahuan penulis 
belum ada. Adapun penelitian yang tidak jauh dari tema penyelesaian 
pengaduan nasabah, penulis menemukan penelitian  Devi Fianti mengenai 
Penyelesaian Pengaduan Nasabah pada bank syariah.  Penelitian yang 
dilakukan oleh saudari Devi Fianti ini membahas tentang proses 
                                                          
174
Suyud Margono, Op.cit, hlm.24. 
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penyelesaian sengketa di bank syariah yang berkaitan dengan Akad 175 
sedangkan dalam penelitian yang ditulis penulis membahas mengenai 
penyelesaian pengaduan nasabah secara umum dan tidak terbatas pada 
pengaduan nasabah berkaitan dengan sengketa perjanjian. 
Penulis juga membahas mengenai perbedaan laporan secara 
manual dan on-line kepada Otoritas Jasa Keuangan atas proses 
Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang telah dilakukan oleh bank umum 
maupun bank perkreditan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 
dapat dianggap asli dan layak untuk dilakukan. Namun, jika masih 
terdapat penelitian serupa di luar sepengetahuan penulis, diharapkan 
penelitian ini dapat saling melengkapi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
175
Devi Fianti, Pengaduan Nasabah pada https:// www. academia. Edu 
Pengaduan_Nasabah, diakses pada 01 Mei 2014, jam 19.30 WIB. 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan mensyaratkan adanya keseimbangan perlindungan 
kepentingan konsumen dan pelaku usaha untuk menciptakan 
perekonomian yang sehat. Dalam konteks ini termasuk dalam hubungan 
antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabahnya. 
Kehadiran Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/2005 jo. PBI 
Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan 
Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen 
Sektor Jasa Keuangan yang didalamnya mengatur mengenai mekanisme 
dan standar transparansi informasi produk bank dan penggunaan data 
nasabah, penyelesaian pengaduan nasabah telah membawa reformasi 
pelayanan bank sebagai pelaku usaha penyedia jasa perbankan terhadap 
nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Peraturan Bank 
Indonesia juga diharapkan juga dapat mendudukkan dan menempatkan 
nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan setara (sejajar) 
dengan bank sebagai pelaku usaha penyedia jasa perbankan dalam 
melakukan hubungan hukum jasa perbankan. 
Perbedaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (dulu Bank 
Indonesia) antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dimana yang 
satu menggunakan sistem pelaporan on-line dan yang satunya 
menggunakan sistem manual. Hal ini menjadi salah satu alasan penulis 
merasa perlu memperbandingkan antara Bank Pembangunan Daerah di 
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sebuah bank umum dan Bank 
Perkreditan Rakyat Danagung Bakti sebagai sebuah Bank Perkreditan 
Rakyat. 
Selain dari perbedaan sistem pelaporan kepada Otoritas Jasa 
Keuangan, terdapat alasan yang lebih kuat lagi yang menyebabkan penulis 
memilih untuk memperbandingkan antara Bank Pembangunan Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sebuah bank umum dan Bank 
Perkreditan Rakyat Danagung Bakti sebagai sebuah bank perkreditan 
rakyat adalah dikarenakan perbedaan segmentasi antara Bank Umum 
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dengan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum lebih berorientasi pada 
masyarakat kelas menengah keatas terutama masyarakat yang tinggal di 
daerah perkotaan, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat lebih berorientasi 
untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan 
sehingga variasi dari jenis pengaduan nasabah diantara bank umum dan 
bank perkreditan rakyat menjadi sangat berbeda.  
Perbedaan dalam hal penyelesaian pengaduan nasabah tersebut, 
penulis kaji dengan menggunakan teori penyelesaian sengketa. Upaya 
untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa tersebut 
dalam keadaan seperti semula maka para pihak harus menyelesaikan 
sengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan. Dengan adanya 
pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan 
hubungan baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu 
dengan yang lainnya. 
Proses penyelesaian sengketa pada dasarnya merupakan suatu hal 
positif yang merupakan proses untuk menemukan titik temu atau setidak-
tidaknya menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara tertentu entah itu 
termasuk dalam ranah mediasi, konsiliasi, negosiasi, arbitrase, ataupun 
lain sebagainya. 
Penyelesaian Pengaduan Nasabah sendiri lebih dekat kepada 
bentuk negosiasi dibandingkan bentuk-bentuk yang lainnya. Hal ini 
dikarenakan di dalam sistem penyelesaian pengaduan nasabah yang 
berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Junctis 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 dan Peraturan OJK 
Nomor 1/POJK.07/2013 lebih menekankan kepada persesuaian kehendak 
diantara pihak bank dengan pihak nasabah yang mana dalam hal ini tidak 
melibatkan pihak lain dalam prosesnya. 
Adanya ciri khas di dalam Sistem Penyelesaian Pengaduan 
Nasabah yang mirip dengan bentuk penyelesaian sengketa berupa 
negosiasi merupakan suatu sinyal bahwa hendaknya hasil dari 
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penyelesaian pengaduan nasabah memang benar-benar berasal dari 
persesuaian kehendak diantara pihak bank dengan pihak nasabah.    
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana 
tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan artinya tidak 
bekerja secara tidak terarah akan tetapi menggunakan langkah-langkah yang harus 
jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang 
menyesatkan dan tidak terkendalikan. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul 
dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai dalam ilmu tertentu.
176
 
Beberapa ahli hukum mendefinisikan penelitian sebagai berikut :
177
 
1. Kerlinger menyatakan bahwa penelitian ilmiah merupakan investigasi 
fenomena alam sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipandu oleh teori 
dan hipotesis tentang hubungan antar fenomena. 
2. Hillway menyatkan bahwa penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang 
dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna 
terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap 
masalah itu. 
3. Rianto Adi menyatakan bahwa penelitian adalah tiap usaha untuk mengetahui 
pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol 
melalui data empiris (pengalaman) yang artinya dapat beberapa kali diuji dan 
hasilnya sama. 
Metode penelitian hukum merupakan suatu sarana pokok dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan seni. Oleh karena itu, penelitian 
bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan 
konsisten. Proses penelitian tersebut diadakan analisis terhadap bahan hukum 
                                                          
  176 Johny Ibrahim, Theory & Methodology Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia 
Publishing, Jawa Timur, 2007, hlm.294. 
 
177
Jamal Wiwoho, Konsep Dasar Penelitian pada Jamalwiwoho.com/wp-
content/KONSEP-DASAR-PENELITIAN.ppsx diakses pada 21 Jan 2016 jam 17:00 WIB. 
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yang telah dikumpulkan dan diolah. Hal ini berarti metodologi penelitian yang 
diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.178 
Adapun dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah 
sebagai berikut: 
  
1. Jenis Penelitian 
    Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya termasuk penelitian non-doktrinal. 
Jika dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, 
sedangkan dari sisi penerapannya merupakan penelitian yang berfokuskan 
masalah. 
   Dari lima konsep hukum menurut Soetandyo yaitu sebagai berikut:
 179
 
a. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan  
  berlaku universal; 
b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan; 
c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto tersistematisasi 
sebagai judge made law; 
d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai 
variabel sosial yang empirik; 
e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik perilaku pelaku sosial 
sebagai mana tampak dalam interaksi mereka. 
       Dari kelima konsep tersebut, penelitian ini menggunakan konsep 
hukum yang kelima, yakni hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik 
perilaku pelaku sosial sebagai mana tampak dalam interaksi mereka. 
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Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.17. 
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Setiono, Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Studi Ilmu 
Hukum Pascasarjana UNS Surakarta, 2010, hlm. 20-21. 
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2. Lokasi Penelitian 
    Lokasi penelitian dilakukan di kantor Bank Pembangunan Daerah DIY, 
kantor Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti, perpustakaan Universitas 
Sebelas Maret, dan perpustakaan fakultas hukum Universitas Gadjah Mada. 
 
3. Jenis dan Sumber Data 
a.   Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
1) Data Primer  
Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung 
melalui penelitian lapangan atau dari lokasi penelitian. Data primer ini 
diperoleh dari wawancara dengan pegawai Bank Pembangunan Daerah 
DIY dan Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti.  
2) Data Sekunder 
Adalah jenis data yang mendukung dan menunjang kelengkapan data 
primer melalui peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen 
bank, buku-buku ilmiah, internet, dan lain sebagainya.  
b. Sumber Data  
1)    Sumber Data Primer 
Merupakan data yang diperoleh berdasarkan keterangan dari semua 
yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal 
ini data diperoleh dari dokumen-dokumen bank, serta pegawai Bank 
Pembangunan Daerah DIY dan Bank Perkreditan Rakyat Danagung 
Bakti.  
2) Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal 
dari perpustakaan serta internet dan berupa dokumen peraturan 
perundang-undangan, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan 
masalah yang akan diteliti. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh sumber 
data primer ialah melalui wawancara mendalam (Indepth Interview) secara 
langsung dengan pegawai Bank Pembangunan Daerah DIY yaitu Bapak 
Wisnu selaku Kepala Divisi Trisuri yang membidangi masalah pengaduan 
nasabah, sedangkan di Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti melalui 
wawancara dengan Bapak Teddy Alamsyah selaku Direktur Utama Bank 
Perkreditan Rakyat Danagung Bakti dan ibu Dra.Sri Mulyani selaku Direktur 
Operasional Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti. Penulis juga 
melakukan wawancara dengan nasabah yang terdiri dari masing-masing 2 
(dua orang) nasabah untuk masing-masing bank {Bank Pembangunan Daerah 
(BPD) DIY (AW dan DS) dan Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti 
(MD dan SF)}.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh sumber 
data sekunder ialah studi terhadap dokumen-dokumen bank, peraturan 
perundang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan hukum perbankan. 
Studi dokumen atau pustaka merupakan suatu alat pengumpulan data yang 
dilakukan melalui data tertulis
180
. 
 
5. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis model interaktif (interactive model of analysis). Menurut HB Soetopo 
teknik analisis kualitatif dengan model interaktif terdiri dari tiga komponen. 
a. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan proses penyelesaian, pemfokusan, 
penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari data yang kasar 
yang dimuat di catatan tertulis. 
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Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI, Jakarta, 2006, 
hlm.21.  
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b. Penyajian Data 
Sajian dan berupa rangkaian informasi yang tersusun dalam kesatuan 
bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan 
dari penelitian yang dilakukan. Selain dalam bentuk narasi kalimat, sajian 
data dapat pula ditampilkan dengan berbagai jenis matriks, gambar, 
jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel. 
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasinya 
Verifikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, berupa suatu 
pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan 
secara lebih teliti setelah data tersaji. Setelah data terverifikasi, maka akan 
dilakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 
merupakan tahap akhir dari suatu penelitian yang dilakukan dengan 
didasarkan pada semua hal yang ada dalam reduksi maupun penyajian 
data. Teknik analisis kualitatif interaktif dapat digambarkan dalam bentuk 
rangkaian yang utuh antara ketiga komponen diatas (reduksi data, 
penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi) yaitu sebagai 
berikut : 
 
 
 
                 (1)                (2) 
 
 
            (3) 
 
 
 
 
 
 
Penyajian 
 Data 
Penarikan 
Kesimpulan 
Reduksi  
Data 
Pengumpulan  
Data 
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Keterangan : 
Data yang terkumpul direduksi berupa seleksi dan penyederhanaan 
data dan kemudian diambil kesimpulan. Tahap–tahap ini tidak harus urut, 
yang memungkinkan adanya penilaian data kembali setelah adanya gambaran 
kesimpulan. 
     Data-data yang diperoleh melalui wawancara mendalam (Indepth 
Interview) secara langsung dengan pegawai Bank Pembangunan Daerah DIY 
dan Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti, juga data-data sekunder yang 
diperoleh melalui studi terhadap dokumen-dokumen bank, peraturan 
perundang-undangan, artikel-artikel, dan buku-buku yang terkait dengan 
hukum perbankan akan ditarik suatu kesimpulan. 
 
 6. Validitas Data 
  Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga bentuk validasi data, yakni 
trianggulasi, review informan, dan member check.
181
 Trianggulasi merupakan 
cara yang paling umum digunakan dalam memvalidasi data pada penelitian 
kualitatif. Ada 4 macam trianggulasi yaitu sebagai berikut:
182
  
a. Trianggulasi Data  
 Penelitian dengan menggunakan sumber data yang berbeda untuk 
mengumpulkan data yang sejenis atau sama. Sebagai contoh, data tentang 
kegiatan posyandu yang diperoleh melalui wawancara dengan kader dapat 
dibandingcocokkan dengan data yang diperoleh dari masyarakat yang 
menjadi pengguna Posyandu.  
b. Trianggulasi Peneliti  
 Data sejenis yang dikumpulkan oleh beberapa orang peneliti. Cara 
praktis yang dapat dilakukan adalah diskusi antarpeneliti untuk membahas 
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Yahya, Metodologi Penelitian Kualitatif pada http://human-fisipunhas. 
blogspot.com/2010/06/ metode-penelitian-kualitatif_24.html, diakses pada 18 Mei 2014, jam 19.30 
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suatu data atau fenomena yang ada dalam kelompok sasaran program. 
Cara ini akan meningkatkan validitas data yang diperoleh sekaligus untuk 
memperkaya analisis.  
c. Trianggulasi Metode  
 Trianggulasi metode merupakan pengembangan data yang sejenis 
dengan menggunakan metode-metode yang berbeda. Sebagai contoh, data 
tentang pendapat masyarakat mengenai program yang dilaksanakan, 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan FGD.  
d. Trianggulasi Teori  
 Pembahasan masalah dengan menggunakan perspektif teoritis yang 
berbeda. Misalnya, masalah dalam masyarakat dipandang dari perspektif 
sosiologis, psikologis dan antropologis. 
       Dalam metode review informan, maka laporan penelitian direview oleh 
informan (khususnya informan kunci) untuk mengetahui apakah data yang 
telah dikumpulkan atau ditulis merupakan sesuatu yang dapat mereka setujui 
atau tidak. Dalam kaitan itu, maka antara pengumpul atau penulis data dengan 
informan perlu berdiskusi agar tercapai saling pengertian dan kesepakatan di 
antara mereka.
183
  
      Dalam metode member check, laporan penelitian diperiksa oleh 
kelompok peneliti yang lain untuk mendapatkan pengertian yang tepat atau 
menemukan kekurangan-kekurangan untuk diperbaiki.
184
 
    Penulis dalam hal ini akan menggunakan metode trianggulasi data guna 
mendapatkan validitas data. Dimana penulis akan mengcrosscheck data hasil 
wawancara terhadap nasabah terhadap data hasil wawancara terhadap pegawai 
bank maupun dengan dokumen-dokumen yang ada. 
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     BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum 
1.  Gambaran Umum Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY dan Bank 
Perkreditan Rakyat Danagung Bakti. 
a. Gambaran Umum Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa  
Yogyakarta.  
Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD 
DIY) didirikan pada tanggal 15 Desember 1961 berdasarkan akta 
notaris Nomor 11 dengan Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat. Sebagai 
suatu perusahaan daerah, pertama kalinya Bank BPD DIY diatur 
melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976 tentang Bank 
Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan 
berjalannya waktu, dilakukan dengan berbagai penyesuaian. Saat ini 
landasan hukum pendirian Bank BPD DIY adalah Peraturan Daerah 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 junctis 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000. 
Tujuan pendirian Bank adalah untuk mendorong pertumbuhan 
perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai 
salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup orang banyak. Bank BPD DIY merupakan salah satu alat 
kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan yang memiliki tugas 
sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, sebagai 
pemegang kas daerah/menyimpan uang daerah, dan sebagai salah satu 
sumber pendapatan daerah serta menjalankan usahanya sebagai bank 
umum.  
Visi Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 
ialah  untuk menjadi bank terpercaya, istimewa dan pilihan masyarakat. 
sedangkan misinya adalah menyediakan solusi kebutuhan keuangan 
masyarakat dengan memberikan pengalaman perbankan yang berkesan, 
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menjalankan prinsip kehati-hatian dan menerapkan bisnis yang beretika 
untuk meningkatkan nilai perusahaan, mencapai sumber daya manusia 
(SDM) yang unggul, berintegritas dan professional, mengembangkan 
keunggulan kompetitif dengan layanan prima dan produk yang inovatif 
berbasis budaya untuk menjadi Regional Champion yang berkelanjutan, 
menjalankan fungsi agen pembangunan yang fokus mengembangkan 
sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta mendorong 
pertumbuhan perekonomian daerah dan menjaga lingkungan. 
  Dengan adanya visi misi tersebut maka Bank Pembangunan 
Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan mampu memberikan solusi 
kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan menerapkan 
prinsip-prinsip perbankan sehingga mampu bersaing secara global dan 
mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah Yogyakarta  
khususnya dan Indonesia pada umumnya.   
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           Struktur Organisasi Bank Pembangunan Daerah 
                                Daerah Istimewa Yogyakarta 
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Sumber: Bank Pembangunan Daerah DIY, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
72 
 
 
 
        b. Gambaran Umum Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti    
          Bank Perkreditan Rakyat Danagung Group didirikan pertama kali 
oleh Bapak Rachmad Ali. Bank Perkreditan Rakyat dalam lingkup 
Danagung Group yang pertama kali didirikan adalah Bank Perkreditan 
Rakyat Danagung Ramulti yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1991. 
Tujuan dari pembangunan ini adalah sebagai penopang perekonomian 
sekaligus upaya mensejahterakan masyarakat Jogja. 
       Pada tahun 1995 bapak Rachmad Ali mengakuisisi Bank 
Perkreditan Rakyat Asoka Mitra yang lalu diganti namanya menjadi Bank 
Perkreditan Rakyat Danagung Bakti. Pada tahun 1996 Bank Perkreditan 
Rakyat Danagung Group mengembangkan sayap ke daerah Jawa Tengah. 
Pada tahun ini, berdiri Bank Perkreditan Rakyat Danagung Sakti (sekarang 
berganti nama menjadi Bank Perkreditan Rakyat Klaten Sejahtera). 
      Pada tahun 2004 didirikan BPR baru di dalam lingkup BPR 
Danagung Group yaitu BPR Danagung Bakti. Untuk menjangkau seluruh 
kalangan maka pada tahun 2008 BPR Danagung Group mendirikan solusi 
perbankan berbasis syariah. Pada tahun ini Bank Pembiayaan Rakyat 
(BPR) Danagung Syariah didirikan. Dengan penambahan sumber daya 
manusia (SDM) yang semakin memadai serta didukung dengan layanan 
berbasis IT (ATM Danagung & EDC) maka Bank Perkreditan Rakyat 
Danagung Group siap melayani dan menjadi mitra bagi Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM).   
     Segala aktifitas manajemen Bank Perkreditan Rakyat Danagung 
Group dipimpin oleh Dewan Direksi dan Komisaris yang mumpuni, 
berikut ini adalah jajaran dewan direksi dan komisaris Bank Perkreditan 
Rakyat Danagung Bakti : 
1. Anna Wijayanti, selaku Komisaris Utama BPR Danagung Bakti. 
2. Heru Sudjiatno, selaku Komisaris BPR Danagung Bakti. 
3. Tedy Alamsyah, selaku Direktur Utama BPR Danagung Bakti. 
4. Dra. Sri Mulyani, selaku Direktur Operasional BPR Danagung Bakti. 
5. Sony Feryadi, selaku Direktur Pemasaran BPR Danagung Bakti. 
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B. Hasil Penelitian 
1.  Sistem Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bank Pembangunan Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bank Perkreditan Rakyat Danagung 
Bakti. 
a.  Sistem Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bank Pembangunan 
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 
        Sistem Penyelesaian pengaduan nasabah Bank Pembangunan Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diajukan secara lisan dan tertulis. 
Adapun sistem penyelesaiannya dapat dilakukan sebagai berikut: 
     1)  Prosedur penerimaan pengaduan diajukan secara lisan ialah sebagai      
berikut: 
      a)  Pengaduan dilakukan tanpa tatap muka hanya dapat diajukan secara   
   langsung oleh nasabah yang bersangkutan melalui telepon. 
  b)  Pengaduan dilakukan secara tatap muka dapat diajukan oleh 
nasabah   dan atau perwakilan nasabah. 
          c)  Petugas penerima pengaduan meminta informasi dari nasabah 
 antara  lain: 
     (1) nama nasabah 
     (2) nomor rekening dan atau jenis transaksi keuangan 
     (3) tanggal transaksi keuangan 
       (4) permasalahan yang diadukan 
           Apabila pengaduan diajukan oleh  perwakilan nasabah maka selain 
informasi diatas juga meminta: 
        (1) fotokopi bukti identitas perwakilan nasabah ; 
         (2)  surat kuasa khusus dari nasabah kepada perwakilan nasabah 
yang menyatakan bahwa nasabah memberikan kewenangan 
kepada perseorangan, lembaga atau badan hukum yang 
mewakilinya bertindak untuk dan atas nama nasabah. 
       Bahwa dalam hal perwakilan nasabah ialah lembaga atau badan 
hukum, maka yang berwenang mewakili lembaga dan atau badan 
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hukum tersebut harus menyertakan dokumen yang menyatakan 
kewenangannya. 
d) Data informasi pengaduan secara lisan tanpa tatap muka ditulis dalam 
formulir FPN-01.A dan dicatat dalam register penerimaan pengaduan 
selanjutnya menyampaikan pada nasabah : 
      (1) nomor register pengaduan ; 
                (2) nama dan nomor telepon petugas penerima pengaduan; 
   (3)  Penjelasan singkat mengenai kebijakan dan prosedur yang akan 
ditempuh bank dalam menyelesaikan pengaduan termasuk 
didalamnya pemberitahuan bahawa pengaduan akan diselesaikan 
dalam waktu  dua hari kerja. 
      e) Data informasi pengaduan secara lisan dengan tatap muka ditulis        
dalam formulir FPN-01.B dan dicatat dalam register penerimaan 
pengaduan selanjutnya menyampaikan kepada nasabah :  
    (1)  Tembusan formulir FPN-01.B yang telah diisi lengkap 
        (2)  Penjelasan singkat mengenai kebijakan dan prosedur yang akan 
 ditempuh bank dalam menyelesaikan pengaduan termasuk 
 didalamnya pemberitahuan bahwa pengaduan akan diselesaikan 
 dalam waktu dua hari kerja. 
    f) Apabila jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 
 pengaduan lisan diperkirakan melebihi dua hari kerja maka petugas 
 penerima pengaduan dan atau petugas penanganan dan penyelesaian 
 pengaduan meminta nasabah untuk mengajukan pengaduan secara 
 tertulis pada saat nasabah mengajukan pengaduan secara lisan. 
 
 2) Prosedur penerimaan diajukan secara tertulis diatur sebagai berikut : 
   a) Pengaduan dilakukan secara dapat diajukan oleh nasabah dan atau 
perwakilan nasabah. Nasabah menggunakan formulir yang disediakan 
(FPN-01.B) yang memuat data nasabah dan uraian pengaduan. Data 
nasabah memuat hal sebagai berikut: 
  (1) Nama Nasabah 
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  (2) Tempat dan Tanggal Lahir Nasabah 
  (3) Alamat dan Nomor Telepon Nasabah 
  (4) Jenis dan Nomor Tanda Pengenal Identitas Nasabah 
  Uraian pengaduan mengenai hal-hal sebagai berikut: 
  (1) Jenis Pengaduan 
  (2) Transaksi Bank yang diadukan 
     (3) Nomor Rekening dan atau Bilyet Transaksi bank yang diadukan 
nasabah 
  (4) Kategori Permasalahan yang diadukan nasabah 
  (5) Penjelasan singkat uraian pengaduan 
   b)  Pengajuan pengaduan tertulis dilampiri dengan dokumen sebagai   
 berikut:  
  (1)  fotokopi bukti identitas nasabah ; dan  
  (2)  bukti transfer ; 
  (3)  statement of account; dan atau ; 
                  (4)  dokumen pendukung lainnya yang dimiliki dan atau dikuasai 
oleh nasabah ; 
  Apabila pengaduan diajukan oleh perwakilan nasabah, maka selain 
 dokumen di atas bank juga meminta : 
  (1) fotokopi bukti identitas perwakilan nasabah ; 
 (2) surat kuasa dari nasabah kepada perwakilan nasabah yang 
menyatakan  bahwa nasabah memberikan kewenangan kepada 
perseorangan, lembaga, atau badan hukum sehingga yang berwenang 
mewakili lembaga atau badan hukum tersebut harus menyertakan 
dokumen yang menyatakan kewenangannya. 
  (3) Data informasi nasabah dicatat dalam register penerimaan    
pengaduan 
    (4)   Petugas penerimaan pengaduan melengkapi isian data pada lembar  
    formulir FPN-01.B meliputi : 
       (a) nama petugas bank penerima pengaduan ; 
       (b) jabatan ; 
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      (c) nomor telepon ; 
      (d) rencana penanganan pengaduan. 
          Selanjutnya membubuhkan tanda tangan dan meminta pengesahan 
kepada atasan langsung. 
             (5) Petugas penerima pengaduan menyampaikan lembar tembusan      
formulir FPN-01.B yang telah diisi lengkap kepada Nasabah 
sebagai bukti tanda terima pengaduan disertai dengan penjelasan 
singkat mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan. 
 
     3) Prosedur Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Berdasarkan Cara 
 Penyampaian dan Obyek Pengaduan 
    a ) Prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan secara lisan terhadap 
 produk bank diatur sebagai berikut : 
  (1) Petugas penanganan dan penyelesaian bekerja sama dengan unit kerja  
  yang terkait dengan permasalahan yang diadukan melakukan koordinasi 
  untuk menyelesaikan pengaduan ; 
  (2) Proses penanganan dan penyelesaian pengaduan diadministrasikan  
  dalam register penganganan dan penyelesaian pengaduan nasabah ; 
          (3) Bank menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan secara tertulis             
kepada nasabah dan atau perwakilan nasabah dengan menggunakan 
format surat pemberitahuan hasil penyelesaian pengaduan dalam waktu 
2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan ; 
 (4) Dalam hal pengaduan nasabah terkait dengan transaksi keuangan yang 
 melibatkan Pejabat Bank dan atau kewenangannya mengalami 
 permasalahan, maka penanganan dan penyelesaian pengaduan 
 diselesaikan oleh Pejabat dan atau kantor bank yang lebih tinggi 
 tingkatannya. 
   (5)Petugas penanganan dan penyelesaian pengaduan menyusun ringkasan           
 penyelesaian pengaduan lisan dalam register penanganan dan 
 penyelesaian pengaduan nasabah yang memuat data dan informasi 
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 singkat penerimaan, penyebab pengaduan, penanganan dan hasil 
 penyelesaian pengaduan. 
 
             b).  Prosedur Penerimaan Pengaduan Yang Diajukan Secara Tertulis Terhadap 
Produk Bank. 
  Prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan secara tertulis 
 terhadap produk yang diterbitkan bank diatur sebagai berikut: 
   (1) Petugas Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan bekerja sama dengan 
   unit  kerja yang terkait dengan permasalahan yang diadukan melakukan  
   koordinasi untuk menyelesaikan pengaduan. 
   (2) Proses penanganan dan penyelesaian pengaduan diadministrasikan  
   dalam register penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah. 
   (3) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan harus   
   diberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah dan atau perwakilan  
   nasabah sebelum batas waktu 20 (dua puluh) hari kerja pertama   
   berakhir. 
 (4) Petugas Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan menyampaikan hasil 
penyelesaian pengaduan secara tertulis kepada nasabah dan atau 
perwakilan nasabah dengan menggunakan format surat pemberitahuan 
hasil penyelesaian pengaduan dalam jangka waktu : 
    (a) dua puluh hari kerja sejak diterimanya pengaduan tertulis dari  
    nasabah  dan atau perwakilan nasabah apabila tidak terdapat   
    perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan ; atau  
                         (b) empat puluh hari kerja sejak diterimanya pengaduan tertulis dari 
nasabah dan atau perwakilan nasabah apabila terdapat perpanjangan   
waktu penyelesaian pengaduan karena kondisi tertentu antara lain : 
     (i)  Kantor bank yang menerima Pengaduan tidak sama dengan  
     Kantor bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan 
     terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor bank  
     tersebut ; 
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     (ii) Transaksi Keuangan yang diadukan oleh nasabah dan atau 
perwakilan nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap 
dokumen-dokumen ; 
     (iii) Terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali bank, seperti 
 adanya keterlibatan pihak ketiga di luar bank dalam transaksi 
yang dilakukan nasabah ; 
   (c)  Lebih dari 40 (empat puluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan     
tertulis dari nasabah dan atau perwakilan nasabah apabila 
penyelesaian pengaduan memerlukan pembuktian kebenaran melalui 
proses hukum dan atau terdapat kondisi selain disebut pada huruf (b) 
angka (i), (ii), dan (iii) 
       (5)  Dalam hal pengaduan nasabah terkait dengan transaksi keuangan 
yang melibatkan pejabat bank dan atau kewenagannya mengalami   
permasalahan, maka penanganan dan penyelesaian pengaduan 
diselesaikan oleh pejabat dan atau kantor bank yang lebih tinggi 
tingkatannya. 
   (6) Petugas Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan menyusun ringkasan 
 penyelesaian pengaduan tertulis dalam register penanganan dan 
penyelesaian pengaduan nasabah yang memuat data dan informasi 
singkat penerimaan, penanganan, dan hasil penyelesaian pengaduan. 
 
  c) Prosedur Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Terhadap Produk       
Lembaga  Keuangan dan Atau Pihak Ketiga Yang Dipasarkan Oleh Bank. 
    Prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan secara lisan dan atau  
tertulis terhadap produk lembaga keuangan dan atau pihak lain yang 
dipasarkan oleh bank diatur sebagai berikut : 
(1) Petugas Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan mempelajari apakah 
pengaduan tersebut berada dalam batasan tanggung jawab bank sebagai 
agen penjualan sesuai perjanjian kerjasama antara bank dengan 
penerbit dan atau pengelola produk. 
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(2) Dalam hal permasalahan yang diadukan berada dalam batasan 
tanggungjawab bank sebagai agen penjualan produk maka prosedur 
penanganan dan penyelesaian pengaduan dilaksanakan sesuai dengan 
prosedur yang terdapat dalam bagian 3).a) dan 3).b) 
(3) Dalam hal permasalahan yang diadukan berada diluar batasan 
tanggungjawab bank sebagai agen penjualan produk maka petugas 
penanganan dan penyelesaian pengaduan memberikan penjelasan 
kepada nasabah dan atau perwakilan nasabah bahwa: 
(a)  Penyelesaian pengaduan menjadi tanggungjawab penerbit dan atau 
pengelola produk serta berada diluar kewenangan bank. 
(b)  Bank akan meneruskan pengaduan kepada penerbit dan atau 
pengelola produk. 
(c)  Bank akan membantu memonitor penyelesaian yang dilakukan oleh 
penerbit atau pengelola produk 
(4) Proses penanganan dan penyelesaian pengaduan terhadap produk 
lembaga keuangan dan atau pihak lain yang dipasarkan bank di 
administrasikan dalam Register Penanganan dan Penyelesaian 
Pengaduan Nasabah. 
 
4)  Prosedur Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Berdasarkan Tempat 
Pengaduan Nasabah 
a) Kantor penerimaan pengaduan sama dengan kantor tempat kejadian 
permasalahan 
 Pengaduan diterima oleh kantor tempat kejadian permasalahan maka 
 prosedur penanganan dan penyelesaiannya diatur sebagai berikut: 
(1) Pengaduan nasabah diterima kantor bank dibawah kantor cabang 
ialah sebagai berikut: 
(a) Penerimaan pengaduan nasabah diatur sesuai dengan prosedur 
yang terdapat pada bagian 1) dan 2) 
(b) Penanganan dan Penyelesaian pengaduan nasabah diatur sesuai 
sebagai dengan prosedur yang terdapat pada bagian 3).a) dan 3).b) 
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(c) Dalam hal pengaduan nasabah terkait dengan transaksi keuangan 
yang melibatkan pejabat bank dan atau kewenangannya 
mengalami permasalahan maka penanganan dan penyelesaian 
pengaduan nasabah diselesaikan oleh petugas penanganan dan 
penyelesaian pengaduan dikantor cabang mengalami 
permasalahan maka penanganan dan penyelesaian pengaduan 
diselesaikan oleh petugas penanganan dan penyelesaian di kantor 
pusat melalui Divisi Perencanaan dan Pengembangan. 
(d) Petugas Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Kantor 
Cabang/pembantu Induk mencatat pengaduan nasabah sesuai 
dengan nomor register pengaduan dan tanggal masuk pengaduan 
pada register penerimaan pengaduan kantor penerima pengaduan. 
(e) Pencatatan pengaduan nasabah oleh kantor yang lebih tinggi 
dicatat sesuai dengan nomor register pengaduan dan tanggal 
masuk pengaduan pada register pengaduan kantor penerima 
pengaduan. 
(f) Kantor penerima pengaduan wajib menyampaikan tembusan 
formulir pengaduan nasabah (FPN-01.A/FPN-01.B) dan dokumen 
pendukung kepada petugas penanganan dan penyelesaian 
pengaduan di kantor cabang/pembantu induk. 
(g) Penanganan dan penyelesaian pengaduan di Kantor cabang diatur 
sesuai dengan prosedur yang terdapat pada bagian 3).a) dan 3).b) 
(h) Penanganan dan penyelesaian pengaduan di kantor pusat diatur  
sesuai dengan prosedur pada bagian 3).a) dan 3).b) 
(2) Pengaduan nasabah diterima kantor cabang 
(a) Penerimaan pengaduan nasabah diatur sesuai dengan 
prosedur yang terdapat pada bagian 1) dan 2) 
(b) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas 
penerima pengaduan kantor cabang memberitahukan adanya 
pengaduan nasabah tersebut kepada penyedia pemasaran 
bisnis. 
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(c) Apabila penyedia pemasaran bisnis mengalami permasalahan 
dalam penanganan dan penyelesaian pengaduan maka 
penyedia pemasaran bisnis melaporkan kepada pemimpin 
cabang kemudian dilakukan koordinasi dengan pemimpin 
bidang pelayanan dan operasional dan unit kerja terkait 
dengan permasalahan yang diadukan. 
(d) Penyedia pemasaran bisnis bertanggungjawab atas 
pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan. 
(e) Hasil penyelesaian pengaduan setelah dimintakan 
pengesahan pemimpin cabang disampaikan kepada nasabah. 
(f) Dalam hal pengaduan nasabah disampaikan secara tertulis 
melalui mass media maka penanganan dan penyelesaian 
pengaduan ditangani langsung oleh kantor cabang setempat. 
(g) Penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah diatur 
sesuai dengan prosedur yang terdapat pada bagian 3).a) dan 
3).b) 
(h) Dalam hal pengaduan nasabah terkait dengan transaksi 
keuangan yang melibatkan pejabat bank dan atau 
kewenangannya mengalami permasalahan maka penanganan 
dan penyelesaian pengaduan nasabah diselesaikan oleh 
pejabat/kantor pusat melalui divisi perencanaan dan 
pengembangan yang diatur sebagai berikut: 
(1) Kantor penerima pengaduan menyampaikan salinan 
formulir pengaduan nasabah (FPN-01.A/FPN-01.B) dan 
dokumen pendukung kepada petugas penanganan dan 
penyelesaian pengaduan di kantor pusat melalui Divisi 
perencanaan dan pengembangan. 
(2) Divisi perencanaan dan pengembangan mencatat 
pengaduan nasabah sesuai dengan nomor register 
pengaduan dan tanggal masuk pengaduan pada register 
penerimaan pengaduan kantor bank penerima pengaduan. 
82 
 
 
 
(3) Penanganan dan penyelesaian pengaduan di kantor pusat 
diatur sesuai dengan prosedur pada bagian 3).a) dan 3).b) 
(4) Kantor penerima pengaduan menginformasikan status 
penyelesaian pengaduan setiap saat nasabah dan atau 
perwakilan nasabah meminta penjelasan kepada bank 
mengenai pengaduan yang diajukan. 
(3) Pengaduan nasabah diterima melalui kantor pusat  
Ketentuan pengaduan nasabah diterima melalui kantor pusat 
ialah sebagai berikut: 
(a) Pengaduan nasabah dapat diterima oleh pegawai di divisi 
perencanaan dan pengembangan sesuai dengan prosedur 
pada bagian 1) dan 2) 
(b) Pemimpin divisi perencanaan dan pengembangan 
melakukan koordinasi dengan divisi terkait untuk 
menyelesaikan permasalahan pengaduan. 
(c) Pemimpin divisi terkait dengan permasalahan pengaduan 
bertanggungjawab atas pelaksanaan penanganan dan 
penyelesaian pengaduan. 
(d) Divisi terkait dengan permasalahan pengaduan 
menyampaikan hasil dari penanganan dan penyelesaian 
pengaduan kepada nasabah dan atau perwakilan nasabah 
melalui divisi perencanaan dan pengembangan . 
(e) Divisi perencanaan dan pengembangan menginformasikan 
status penyelesaian pengaduan setiap saat nasabah dan atau 
perwakilan nasabah meminta penjelasan kepada bank 
mengenai pengaduan yang diajukan. 
(f) Pengaduan nasabah yang terkait dengan kebijakan bank 
ditangani sebagai bahan masukan evaluasi kebijakan 
manajemen. 
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(g) Penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah diatur 
sesuai dengan prosedur yang terdapat pada bagian 3).a) dan 
3).b) 
b)  Kantor penerima pengaduan tidak sama dengan kantor tempat kejadian 
permasalahan 
 Penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah melalui kantor 
 penerima pengaduan tidak sama dengan kantor tempat kejadian 
 permasalahan yang diadukan diatur sebagai berikut: 
(1) Penerimaan pengaduan nasabah diterima melalui kantor dibawah 
 kantor  cabang ialah sebagai berikut: 
(a) Penerimaan pengaduan nasabah diatur sesuai dengan prosedur 
yang terdapat pada bagian 1) dan 2) 
(b) Apabila permasalahan yang diadukan terkait dengan transaksi 
keuangan yang terjadi di kantor lain maka petugas penanganan 
dan penyelesaian pengaduan kantor penerima pengaduan 
memberitahukan pengaduan kepada penyedia pemasaran bisnis. 
(c) Penyedia pemasaran bisnis melakukan koordinasi dengan 
pemimpin cabang dengan tindak lanjut penanganan sebagai 
berikut: 
(i) Kantor tempat kejadian permasalahan dan kantor penerima 
pengaduan nasabah berada dibawah kantor cabang induk 
yang sama, penyedia pemasaran bisnis dengan pemimpin 
cabang melakukan koordinasi dengan pejabat unit kerja 
terkait melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan 
nasabah. 
(ii) Kantor tempat kejadian permasalahan dan kantor penerima 
pengaduan nasabah tidak berada dibawah kantor cabang 
induk yang sama, penyedia pemasaran bisnis bersama 
pemimpin cabang induk kantor penerima pengaduan 
melakukan koordinasi melalui pemimpin cabang induk 
kantor tempat kejadian permasalahan bersama penyedia 
84 
 
 
 
pemasaran bisnisnya melakukan koordinasi dengan pejabat 
unit kerja tempat kejadian permasalahan. 
(iii)Tempat kejadian permasalahan berada di kantor pusat, 
penyedia pemasaran bisnis bersama pemimpin cabang induk 
kantor penerima pengaduan melakukan koordinasi dengan 
kantor pusat melalui divisi perencanaan dan pengembangan 
dan selanjutnya pemimpin divisi perencanaan dan 
pengembangan melakukan koordinasi dengan pejabat unit 
kerja tempat kejadian permasalahan. 
(d) Baik kantor cabang induk kantor penerima pengaduan maupun 
kantor pusat/cabang induk tempat kejadian permasalahan 
bertindak aktif dalam hal penanganan dan penyelesaian 
pengaduan. 
(e) Penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah diatur sesuai 
dengan prosedur yang terdapat pada bagian 3).a) dan 3).b) 
     (2) Pengaduan nasabah diterima melalui kantor cabang ialah sebagai 
berikut: 
(a) Penerimaan pengaduan nasabah diatur sesuai dengan prosedur 
yang terdapat pada bagian 1) dan 2) 
(b) Penanganan dan penyelesaian pengaduan diatur sesuai dengan 
prosedur yang terdapat pada bagian 3).a) dan 3).b) 
(3) Pengaduan nasabah diterima melalui kantor pusat  
(a) Penerimaan pengaduan nasabah diatur sesuai dengan prosedur  
 yang terdapat pada bagian 1) dan 2) 
(b) Pemimpin divisi perencanaan dan pengembangan melakukan 
 koordinasi dengan pejabat unit/divisi dan pemimpim cabang 
 terkait untuk penanganan dan penanganan penyelesaian 
 permasalahan pengaduan. 
(c) Pemimpin cabang kantor tempat kejadian permasalahan 
 bertanggungjawab atas penanganan dan penyelesaian 
 pengaduan. 
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(d) Penanganan dan penyelesaian pengaduan diatur sesuai dengan 
 prosedur yang terdapat pada bagian 3).a) dan 3).b) 
5)  Prosedur Pemantauan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan 
a) Petugas pengelola pengaduan di setiap kantor bertanggungjawab untuk:  
(1) Melakukan pengawasan aktif terhadap proses penanganan dan 
penyelesaian pengaduan nasabah. 
(2) Mengadministrasikan dan menatausahakan seluruh dokumen yang 
terkait dengan penerimaan, penanganan, dan penyelesaian 
pengaduan. 
(3) Menyusun laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan 
nasabah secara bulanan sekurang-kurangnya memuat informasi 
mengenai jenis produk, kategori permasalahan, analisa penyebab 
terjadinya pengaduan, tindakan penanganan, hasil penanganan, dan 
status pengaduan dengan menggunakan format laporan bulanan 
penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah serta 
menyampaikan kepada divisi perencanaan dan pengembangan 
melalui kantor cabang induk. 
b) Pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan diajukan secara 
lisan: Petugas pengelola pengaduan nasabah mengadministrasikan dan 
menatausahakan dokumen penerimaan pengaduan lisan sekurang-
kurangnya terdiri dari: 
(1) Register penerimaan pengaduan dilengkapi dengan dokumen yang 
diserahkan nasabah dan atau perwakilan nasabah pada saat 
mengajukan pengaduan. 
(2) Register penanganan dan penyelesaian pengaduan dilengkapi 
dengan dokumen yang digunakan untuk menyelesaikan pengaduan. 
(3) Hasil penyelesaian pengaduan 
(4) Ringkasan penyelesaian pengaduan 
c) Pemantauan penanganan  dan penyelesaian pengaduan diajukan secara  
tertulis: 
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Petugas pengelola pengaduan nasabah mengadministrasikan dan 
menatausahakan dokumen penerimaan pengaduan tertulis sekurang-
kurangnya terdiri dari: 
(1) Register penerimaan pengaduan yang dilengkapi dengan dokumen 
yang diserahkan nasabah dan atau perwakilan nasabah pada saat 
mengajukan pengaduan. 
(2) Register penanganan dan penyelesaian pengaduan dilengkapi 
dengan dokumen yang digunakan untuk menyelesaikan pengaduan. 
(3) Surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyelesaian 
pengaduan dalam hal waktu penyelesaian lebih dari 20 (dua puluh) 
kerja. 
(4) Hasil penyelesaian pengaduan 
(5) Ringkasan penyelesaian pengaduan  
d) Pelaporan 
(1) Pengelolaan pelaporan 
(a) Secara periodik setiap kantor membuat laporan penanganan dan 
penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan kepada 
kantor pusat up.Divisi perencanaan dan pengembangan melalui 
kantor cabang terdiri dari: 
(i) Laporan bulanan penanganan dan penyelesaian pengaduan 
nasabah 
(ii) Laporan triwulanan penanganan dan penyelesaian 
 pengaduan nasabah. 
(b) Laporan bulanan penanganan dan penyelesaian pengaduan 
nasabah disampaikan secara bulanan. Laporan membuat 
laporan pengaduan dengan status baru diterima dalam 
penanganan dan sudah diselesaikan baik yang terjadi pada 
bulan laporan maupun pada bulan sebelumnya dalam periode 
triwulanan beserta pengaduan yang diterima pada triwulanan 
sebelumnya namun masih dalam penanganan pada bulan 
laporan. 
87 
 
 
 
(c) Laporan triwulanan penanganan dan penyelesaian pengaduan 
nasabah disampaikan secara triwulanan yaitu untuk periode 
pelaporan yang berakhir pada bulan Maret, Juni, September 
dan Desember. Laporan tersebut memuat laporan pengaduan 
dalam status penanganan dan penyelesaian pengaduan yang 
diselesaikan tanpa perpanjangan waktu dan penyelesaian 
pengaduan nasabah yang diselesaikan dengan perpanjangan 
waktu untuk pengaduan yang diterima pada periode pelaporan 
maupun diterima pada periode pelaporan sebelumnya. 
(d) Batas waktu penyampaian laporan yang terdapat pada bagian 
(1).(a) disampaikan oleh kantor cabang paling lambat tanggal 
10 pada bulan sesudah bulan laporan atau disampaikan hari 
sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh hari libur. 
(e) Divisi perencanaan dan pengembangan menyampaikan laporan 
triwulanan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah 
kepada kantor Bank Indonesia Cabang Yogyakarta Jl 
P.Senopati Nomor 4-6, Yogyakarta dengan tembusan ditujukan 
kepada: 
(1) Unit khusus investigasi perbankan di Jl,MH Thamrin   
Nomor 2, Jakarta 10110 
(2) Satuan Pengawasan Intern 
(3) Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan 
(f) Batas waktu penyampaian laporan triwulanan penanganan dan 
penyelesaian pengaduan nasabah disampaikan oleh divisi 
perencanaan dan pengembangan sesuai ketentuan Bank 
Indonesia. 
(g) Dalam hal tidak terdapat pengaduan dalam periode pelaporan 
maka bank tetap menyampaikan laporan penanganan dan 
penyelesaian pengaduan nasabah dengan mencantumkan nihil 
pada laporan tersebut. 
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(2) Sanksi 
(a) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan triwulanan 
penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah kepada Bank 
Indonesia melebihi jangka waktu 1(satu) bulan setelah berakhir 
perioe laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan. 
(b) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan triwulanan 
penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah apabila 
penyampaian laporan eksternal melebihi jangka waktu 1 (satu) 
bulan sejak akhir batas waktu penyampaian laporan maka 
dikenakan sanksi kewajiban membayar Rp.30.000.000,00 (tiga 
puluh juta rupiah). 
(c) Pengenaan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan dan 
atau tidak disampaikannya laporan eksternal dibebankan 
kepada unit kerja yang menjadi sumber keterlambatan sebesar 
sesuai ketentuan. 
 
b.  Sistem Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat 
Danagung Bakti. 
      Dalam wawancara dengan Bapak Tedy Alamsyah selaku Direktur 
Utama BPR Danagung Bakti, didapatkan keterangan bahwa pengaduan 
oleh nasabah pada  BPR Danagung Bakti dapat dilakukan baik secara lisan 
maupun tertulis. Namun pada umumnya, nasabah BPR Danagung Bakti 
sangat jarang yang mengajukan pengaduan secara tertulis dan lebih banyak 
yang melakukan pengaduan secara lisan melalui Customer Service Bank 
BPR Danagung Bakti.
185
 
      Menurut  Direktur Utama BPR Danagung Bakti bahwa rata-rata 
pengaduan adalah berkenaan dengan ATM dan permasalahan kredit, 
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sedangkan rata-rata pengaduan untuk tahun 2013 adalah satu sampai dua 
pengaduan tiap bulannya.
186
 Pengaduan yang masuk pertama kali akan 
diterima oleh Customer Service yang lalu akan diteruskan kepada bagian 
yang berkaitan langsung dengan permasalahan terkait yang menjadi aduan 
nasabah. 
   Rata-rata jangka waktu penyelesaian pengaduan (dari diterimanya 
pengaduan hingga terselesaikannya pengaduan) adalah tidak lebih dari satu 
bulan. Hal ini dikarenakan sederhananya masalah yang dilaporkan oleh 
nasabah.
187
 
   Menurut hasil wawancara dengan salah seorang nasabah, yang 
sempat mengadukan permasalahan terkait dengan kartu ATM yang tidak 
dapat difungsikan pada kisaran bulan Januari 2013. Pihak BPR Danagung 
Bakti setelah melakukan pengecekkan, didapati bahwa pin dari kartu ATM 
tersebut telah terblokir sehingga diberikanlah pin ATM baru kepada 
nasabah bersangkutan. Dalam proses tersebut, jangka waktu yang 
diperlukan oleh Bank BPR Danagung Bakti hanyalah ± 1 Jam.
188
 
   Tidak seperti pada Bank BPD DIY yang menggunakan beberapa 
jenis register untuk pencatatan pengaduannya, pada BPR Danagung Bakti 
hanya menggunakan satu jenis register untuk pencatatan pengaduan 
nasabah. Hal ini setelah penulis tanyakan kepada ibu Dra. Sri Mulyani 
selaku Direktur Operasional Bank BPR Danagung Bakti, didapat jawaban 
bahwa penggunaan satu register dikarenakan kuantitas pengaduan nasabah 
yang tidak terlalu banyak sehingga dirasa cukup dengan menggunakan 
satu register, baik untuk pengaduan lisan maupun pengaduan tertulis. Hal 
yang membedakan hanyalah adanya catatan tambahan pada kolom 
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keterangan guna membedakan apakah pengaduan tersebut disampaikan 
secara lisan ataukah secara tertulis.
189
 
   Standart Operating Procedur (SOP) Penyelesaian Pengaduan 
Nasabah pada BPR Danagung Bakti belum dibuat secara tertulis, akan 
tetapi menurut Ibu Dra. Sri Mulyani bahwa SOP Penyelesaian Pengaduan 
Nasabah pada dasarnya mengacu pada PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang 
Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI 
Nomor 10/10/PBI/2008 maupun yang terbaru adalah dengan mengacu 
pada Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
190
 
   Pelaporan kepada Bank Indonesia yang sekarang telah diambil alih 
oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) maka khusus Bank Perkreditan Rakyat 
adalah masih dilakukan secara manual setiap tiga bulan sekali.
191
 
 
 C. PEMBAHASAN 
1. Analisis Sistem Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bank Pembangunan 
Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bank Perkreditan Rakyat 
Danagung Bakti.  
         a. Analisis Sistem Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bank 
Pembangunan Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta 
   1) Analisis Berdasarkan Teori Penyelesaian Sengketa 
  Dalam pandangan Dahrendorf, konflik dan pertentangan  
merupakan hal-hal yang positif. Konflik diperlukan untuk 
menyelenggarakan perubahan dalam masyarakat. Namun syarat 
untuk itu ialah bahwa konflik-konflik ini harus dibudayakan dan 
membudaya. Untuk mendapatkan haknya, orang-orang tidak boleh 
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menggunakan paksaan dan kekerasan apalagi saling membunuh, 
melainkan harus dibentuk institusi-institusi khusus untuk 
penyelesaian konflik-konflik tersebut.
192
 
   Institusi khusus sesuai yang dimaksud oleh Dahrendorf 
dalam dunia perbankan terdapat beberapa; Mediasi Perbankan oleh 
Bank Indonesia, Lembaga Penyelesaian Pengaduan Nasabah, 
Arbitrase, & Jalur Litigasi yang melibatkan pengadilan. Bila 
demikian maka bisa dikatakan bahwa penyelesaian pengaduan 
nasabah yang saat ini penulis bahas merupakan salah satu wujud 
dari institusi khusus yang bermanfaat dalam memberikan 
perubahan ke arah positif di dalam masyarakat. Hal ini juga sesuai 
dengan pernyataan Dahrendorf yang menyatakan bahwa melalui 
konflik-konflik yang memakai aturan, pada gilirannya harus dilihat 
sebagai motor kreatif penggerak kemajuan.
193
 
    Dilihat dari teori penyelesaian sengketa, maka yang 
paling tepat jika dikaitkan dengan sistem penyelesaian pengaduan 
nasabah di bank BPD DIY adalah teori negosiasi prinsip dari 
Simon Fisher, dkk. yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya 
sengketa adalah dikarenakan oleh posisi-posisi yang tidak selaras 
dan perbedaan pandangan tentang sengketa oleh pihak-pihak yang 
mengalami sengketa. 
 Jika dilihat menggunakan teori negosiasi prinsip, maka 
adanya posisi yang tidak selaras tersebut yaitu antara nasabah yang 
memiliki kepentingan agar pengaduannya terselesaikan dengan 
pihak bank yang merasa berada di atas angin karena merasa 
penyelesaian pengaduan nasabah darinya sangat dibutuhkan oleh 
nasabah. Dalam hal perbedaan pandangan tentang sengketa bisa 
dilihat ketika nasabah memandang kepentingannya atas pengaduan 
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Mandar  Maju, Bandung, 2001, hlm. 142. 
 
193
 Ibid. 
92 
 
 
 
yang diajukan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan sesuai 
keinginannya dan secepat mungkin sedangkan pihak bank 
memandang pengaduan yang diajukan oleh nasabah adalah sesuatu 
yang harus diselesaikan namun tidak boleh mengorbankan 
kepentingan pihak bank, baik kepentingan langsung maupun tidak 
langsung, dengan kata lain bisa saja pengaduan yang dilakukan 
oleh nasabah diselesaikan oleh pihak bank namun penyelesaian itu 
tidak harus sesuai dengan harapan nasabah.    
   Penulis mewawancarai salah seorang nasabah yang 
melakukan pengaduan atas kartu ATMnya yang tidak bisa dipakai, 
pengaduan ini dilakukan secara lisan dan dapat diselesaikan oleh 
bank BPD DIY dengan tidak terlalu lama yaitu sekitar ± 1 jam.
194
 
Namun disini terdapat contoh dimana terdapat cara pandang 
penyelesaian yang berbeda antara pihak bank dengan pihak 
nasabah, hal ini didasari bahwa ternyata kartu ATM milik nasabah 
bersangkutan yang tidak dapat dipergunakan adalah dikarenakan 
terblokir. Untuk menyelesaikannya nasabah diharuskan membuat 
PIN baru setelah blokirnya dibuka oleh pihak bank dan ini 
dikenakan biaya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Di sisi lain nasabah 
merasa bahwa penyelesaian pengaduannya ini seharusnya tidak 
memerlukan biaya sepeserpun (gratis) meskipun pada akhirnya 
nasabah yang saya wawancarai tetap membayar biaya sebesar Rp. 
5.000,- (lima ribu rupiah) yang mana ini menunjukkan pengaruh 
dari posisi yang tidak seimbang antara pihak bank dengan pihak 
nasabah ditinjau dari teori Simon Fisher. Pihak bank merasa posisi 
tawarnya lebih tinggi dikarenakan pihak banklah yang merasa bisa 
menyelesaikan permasalahan yang dialami nasabah bersangkutan.   
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  Selain teori penyelesaian sengketa, jika dilihat dari tujuh 
cara penyelesaian sengketa menurut Laura Nader dan Harry F. 
Todd Jr., maka cara penyelesaian pengaduan nasabah pada bank 
BPD DIY adalah termasuk cara keempat yaitu Perundingan 
(negotiation). Dua pihak yang berhadapan merupakan pengambil 
keputusan. Pemecahan atas masalah yang dihadapi dilakukan oleh 
mereka berdua. Mereka sepakat tanpa adanya pihak ketiga yang 
mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling 
meyakinkan.  
 
1) Implementasi PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian 
Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 
10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 7/7/PBI/2005 
tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan OJK 
Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor 
Jasa Keuangan di Bank BPD DIY berdasarkan Teori Lawrence 
Meir Friedman. 
   Menurut Lawrence Meir Friedmann bahwa dalam sebuah 
sistem hukum terdiri dari tiga usur yang meliputi substance 
(substansi), structure (struktur), culture (kultur) baik internal 
maupun eksternal. Substance (substansi) dalam hal ini adalah PBI 
Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah 
sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/10/PBI/2008 
tentang Perubahan atas PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang 
Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan OJK Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 
Keuangan.  
    Menurut Penjelasan bagian umum dari PBI Nomor 
7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah bahwa 
latar belakang kelahiran PBI tersebut disebabkan karena 
sebelumnya upaya penyelesaian pengaduan nasabah belum ada 
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yang terstandarisasi sehingga mengakibatkan berlarut-larutnya 
upaya penyelesaian pengaduan nasabah yang berdampak pada 
reputasi perbankan di mata masyarakat yang semakin menurun. Hal 
ini terjadi dikarenakan masyarakat akhirnya memakai cara-cara 
alternatif tidak terstandarisasi ketika merasa dirugikan oleh bank, 
misalnya dengan cara menulis di media massa. 
  Perubahan dari PBI Nomor 7/7/PBI/2005 yaitu PBI Nomor  
10/10/2008 juga memiliki latar belakang sendiri yang berkaitan 
dengan kelahirannya. Latar belakang tersebut dapat dibaca di 
penjelasan bagian umum PBI Nomor 10/10/2008 dimana disitu 
dijelaskan bahwa PBI Nomor 10/10/2008 lahir sebagai penyesuaian 
PBI 7/7/PBI/2005 pasca terbitnya PBI Nomor 10/3/PBI/2008 
tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.  
  Berdasarkan laporan Kantor Pusat Bank Umum bahwa di 
dalam PBI 10/10/2008 garis besarnya berisi mengenai perubahan 
pelaporan bank umum yang semula bersifat manual menjadi sistem 
on-line sebagaimana yang diatur dalam PBI Nomor 10/3/PBI/2008 
tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum, sedangkan jangka 
waktu pelaporannya adalah sama seperti sebelumnya yakni secara 
triwulanan. Berbeda dengan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank 
Perkreditan Rakyat Syariah yang pelaporannya tetap dilaksanakan 
secara manual.   
  Dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat dan Bank 
Perkreditan Rakyat Syariah yang berkantor pusat di wilayah Kantor 
Pusat Bank Indonesia masing-masing menyampaikan laporan 
kepada Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM (DKBU) dan 
Direktorat Perbankan Syariah (DPbS). Sementara itu, Bank 
Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang 
berkantor pusat di daerah menyampaikan laporan kepada Kantor 
Bank Indonesia setempat. 
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  Terkait dengan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa 
peraturan tersebut lahir dengan tujuan untuk menciptakan sistem 
perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan 
Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa 
keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga 
mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa 
keuangan.  
  Tujuan utama dari diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 
Keuangan ialah pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor 
dan konsumen dalam setiap aktifitas dan kegiatan usaha di sektor 
jasa keuangan (Market Confidence) dan kedua, memberikan 
peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi pelaku usaha 
jasa keuangan secara adil, efisien dan transparan. Di sisi lain, 
konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam 
berhubungan dengan pelaku usaha jasa keuangan mengenai 
karakteristik, layanan, dan produk (Level Playing Field). Dalam 
jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat 
manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai 
respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap 
pelayanan jasa keuangan.
195
 
  Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan secara garis besar 
mengatur mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh pelaku 
sektor jasa keuangan dalam rangka memberikan perlindungan 
kepada konsumen sektor jasa keuangan. Hal ini termasuk pula 
                                                          
   195 Penjelasan Bagian Umum Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang  
  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 
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perbankan sebagai pelaku sektor jasa keuangan dengan nasabah 
sebagai konsumen sektor jasa keuangan. 
  Berkaitan dengan structure (struktur), maka dalam 
implementasi PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian 
Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 
10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 7/7/PBI/2005 
tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan OJK 
Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor 
Jasa Keuangan di dalam Bank Pembangunan Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) dapat dilihat dari para pegawai 
Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD 
DIY) yang bertugas melaksanakan proses penyelesaian pengaduan 
nasabah.  
  Para pegawai Bank BPD DIY yang hanya berfokus dalam 
proses penyelesaian pengaduan nasabah tergabung dalam Divisi 
Trisuri yang dikepalai oleh bapak Wisnu selaku manager Divisi 
Trisuri. Divisi Trisuri sendiri hanya berada di kantor pusat Bank 
BPD DIY dan beranggotakan 5 orang yang bertugas melaksanakan 
pelaporan rutin secara triwulanan, melakukan peregisteran, serta 
menangani proses penyelesaian pengaduan nasabah yang tergolong 
rumit.
196
  Penyelesaian pengaduan nasabah pada cabang dan unit 
Bank BPD DIY dilaksanakan secara rangkap oleh beberapa 
pegawai yang diserahi tugas penyelesaian pengaduan nasabah 
selain tugas regular mereka.
197
 Namun apabila penyelesaian 
pengaduan nasabah tersebut dirasa rumit, maka mereka akan 
                                                          
   196 Wawancara dengan bapak Wisnu pada 8 Juli 2014 pukul 10:00 WIB   
bertempat  di kantor pusat Bank BPD DIY  Jl. Tentara Pelajar No. 7, 
Yogyakarta. 
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meminta bantuan kepada Divisi Trisuri yang ada di kantor pusat 
Bank BPD DIY.
198
 
  Dalam hal masalah peregisteran dan pelaporan 
penyelesaian pengaduan nasabah maka para pegawai di kantor 
cabang dan kantor unit yang diserahi tanggung jawab untuk 
memproses penyelesaian pengaduan nasabah juga tetap 
melaksanakannya. Akan tetapi, pelaporan mereka hanya terbatas 
sampai Kantor Pusat Bank BPD DIY saja, sedangkan untuk 
pelaporan hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dilakukan 
oleh Divisi Trisuri yang terletak di kantor pusat Bank BPD DIY.
199
 
  Berkaitan dengan Internal Culture (Kultur Internal) maka 
para pegawai Bank BPD DIY yang diserahi tanggung jawab proses 
penyelesaian pengaduan nasabah termasuk pula yang tergabung 
dalam Divisi Trisuri telah melaksanakan tugas dan kewenangannya 
sesuai dengan Standard Operating Procedure (S.O.P) Penyelesaian 
Pengaduan Nasabah dari BPD DIY. SOP tersebut merupakan 
pengejawantahan dari peraturan-peraturan mengenai penyelesaian 
pengaduan nasabah itu sendiri (PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang 
Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah 
dengan PBI Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI 
Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan 
Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan). Hasil positif dari proses 
penyelesaian pengaduan nasabah yang dilakukan oleh Bank BPD 
DIY dapat terlihat dari tidak adanya nasabah yang membawa 
sengketa yang dihadapinya ke mediasi perbankan Bank Indonesia 
ataupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa (Vide Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan 
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jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 
tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa 
Keuangan).
200
 
  Berkaitan dengan eksternal culture (kultur eksternal), maka 
nasabah bank BPD DIY utamanya yang mengalami permasalahan 
terkait dengan layanan maupun produk bank BPD DIY seharusnya 
bisa memanfaatkan adanya peraturan-peraturan terkait 
penyelesaian pengaduan nasabah (PBI Nomor 7/7/PBI/2005 
tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah 
diubah dengan PBI Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas 
PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan 
Nasabah dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan) dengan baik. Hal 
ini dikarenakan sebenarnya peraturan-peraturan tersebut lahir 
memang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta hak-
hak yang lebih baik bagi nasabah perbankan. Dari wawancara 
penulis dengan nasabah AW dan DS, diketahui bahwa mereka 
memang tidak mengetahui adanya peraturan-peraturan yang terkait 
dengan pengaduan nasabah, akan tetapi mereka sekedar megetahui 
bahwa jika ada masalah yang mereka hadapi terkait dengan produk 
dan layanan bank BPD DIY, maka mereka dapat mengadu ke 
Customer Service bank BPD DIY.
201
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 Wawancara dengan AW dan DS pada pada 10 Juli 2014, AW pada 
pukul 16:10 WIB bertempat di kediaman AW di Condong Catur, Kec.Depok, 
Kab.Sleman, Prop.DIY. Sedangkan DS pada pukul 19:00 WIB bertempat di 
kediaman DS di Babarsari, Kec.Depok, Kab.Sleman, Prop.DIY.   
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a. Analisis Sistem Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bank 
Perkreditan Rakyat Danagung Bakti. 
1. Analisis Berdasarkan Teori Penyelesaian Sengketa  
 Dalam pandangan Dahrendorf, konflik dan pertentangan 
merupakan hal-hal yang positif. Konflik diperlukan untuk 
menyelenggarakan perubahan dalam masyarakat. Namun syarat 
untuk itu ialah bahwa konflik-konflik ini harus dibudayakan dan 
membudaya. Untuk mendapatkan haknya, orang-orang tidak boleh 
menggunakan paksaan dan kekerasan apalagi saling membunuh, 
melainkan harus dibentuk institusi-institusi khusus untuk 
penyelesaian konflik-konflik tersebut.
202
 
 Institusi khusus sesuai yang dimaksud oleh Dahrendorf 
dalam dunia perbankan terdapat beberapa ; Lembaga Penyelesaian 
Pengaduan Nasabah, Lembaga Alternatif  Penyelesaian Sengketa 
di Sektor Jasa Keuangan (Vide Peraturan OJK Nomor: 
1/POJK.07/2014) mengenai arbitrase dan jalur litigasi yang 
melibatkan pengadilan. Bila demikian maka bisa dikatakan bahwa 
penyelesaian pengaduan nasabah yang saat ini penulis bahas 
merupakan salah satu wujud dari institusi khusus yang bermanfaat 
dalam memberikan perubahan ke arah positif di dalam masyarakat. 
Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Dahrendorf yang 
menyatakan bahwa melalui konflik-konflik yang memakai aturan, 
pada gilirannya harus dilihat sebagai motor kreatif penggerak 
kemajuan.
203
 
 Pada dasarnya Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti 
belum sepenuhnya mempunyai sistem Penyelesaian Pengaduan 
Nasabah yang terstandarisasi dan benar-benar sesuai dengan PBI 
Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah 
sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/10/PBI/2008 
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maupun dengan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, namun usaha 
untuk bisa sesuai terhadap peraturan-peraturan a quo telah terlihat. 
 Dilihat dari teori penyelesaian sengketa, maka yang paling 
tepat jika dikaitkan dengan sistem penyelesaian pengaduan nasabah 
di perkreditan rakyat Danagung Bakti adalah teori negosiasi prinsip 
dari Simon Fisher yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya 
sengketa adalah dikarenakan oleh posisi-posisi yang tidak selaras 
dan perbedaan pandangan tentang sengketa oleh pihak-pihak yang 
mengalami sengketa. 
 Jika dilihat menggunakan teori negosiasi prinsip, maka 
adanya posisi yang tidak selaras tersebut yaitu antara nasabah yang 
memiliki kepentingan agar pengaduannya terselesaikan dengan 
pihak bank yang merasa berada di atas angin karena merasa 
penyelesaian pengaduan darinya sangat dibutuhkan oleh nasabah. 
Sedangkan dalam hal perbedaan pandangan tentang sengketa bisa 
dilihat ketika nasabah memandang kepentingannya atas pengaduan 
yang diajukan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan sesuai 
keinginannya dan secepat mungkin sedangkan pihak bank 
memandang pengaduan yang diajukan oleh nasabah adalah sesuatu 
yang harus diselesaikan namun tidak boleh mengorbankan 
kepentingan bank, baik kepentingan langsung maupun tidak 
langsung, dengan kata lain bisa saja pengaduan yang dilakukan 
oleh nasabah diselesaikan oleh pihak bank namun penyelesaian itu 
tidak harus sesuai dengan harapan nasabah. 
 Pada Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti, contoh 
mengenai ketidakseimbangan posisi antara bank dengan nasabah 
adalah hampir sama dengan contoh yang penulis berikan dalam 
pembahasan analisis sistem penyelesaian pengaduan nasabah pada 
bank BPD DIY, namun yang jadi perbedaan adalah bahwa kali ini 
nasabah yang penulis wawancarai bukan hanya terblokir kartu 
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ATMnya melainkan kartu ATMnya tertelan oleh mesin ATM 
sehingga nasabah bersangkutan diharuskan membayar biaya 
penerbitan kartu baru senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu 
rupiah) dan diharuskan menunggu hingga satu hari untuk 
mengambil kartu ATM yang baru, dalam hal ini nasabah 
bersangkutan mengambil kartu ATMnya yang baru pada keesokan 
harinya.
204
  Menurut penulis, ini merupakan salah satu contoh 
nyata dari teori negosiasi prinsip dari Simon Fisher yang pada 
intinya menyatakan adanya ketidakseimbangan posisi dari para 
pihak dan perbedaan pandangan tentang sengketa oleh pihak-pihak 
yang mengalami sengketa.  
   Menurut nasabah yang penulis wawancarai bahwa 
seharusnya penggantian kartu tidaklah harus menunggu sampai 
satu hari. Dia berasumsi demikian karena nasabah bersangkutan 
memperbandingkannya dengan proses penggantian kartu ATM  
miliknya yang dikeluarkan oleh bank Mandiri yang bisa 
berlangsung sangat cepat dalam waktu ±15 menit saja, apalagi 
nasabah bersangkutan merasa dirinyalah yang menjadi korban 
error-nya mesin ATM milik Bank Perkreditan rakyat Danagung 
tetapi malah disuruh membayar sejumlah uang. Namun kembali 
karena perbedaan posisi tawar dimana pihak bank merasa posisi 
tawarnya lebih tinggi, maka mau tidak mau akhirnya nasabah 
bersangkutan harus membayar sejumlah uang dan menunggu 
sampai beberapa waktu lamanya meski dirasa waktu yang 
ditentukan oleh pihak bank perkreditan rakyat Danagung Bakti 
dirasa terlalu lama.
205
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 Wawancara dengan SF pada pada 5 Juni 2014 pukul 17:00 WIB 
bertempat di kediaman SF yang terletak di Berbah, Sleman, Prop.DIY. 
205
 Ibid. 
102 
 
 
 
  Selain teori penyelesaian sengketa, jika dilihat dari tujuh 
cara penyelesaian sengketa menurut Laura Nader dan Harry F. 
Todd Jr. , maka cara penyelesaian pengaduan nasabah pada bank 
perkreditan rakyat Danagung  Bakti adalah termasuk cara keempat 
yaitu Perundingan (negotiation). Dua pihak yang berhadapan 
merupakan pengambil keputusan. Pemecahan atas  masalah yang 
dihadapi dilakukan oleh mereka berdua. Mereka sepakat tanpa 
 adanya pihak ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak 
berupaya untuk saling meyakinkan. 
 
2. Implementasi PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian 
Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 
10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 7/7/PBI/2005 
tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan OJK 
Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor 
Jasa Keuangan di Bank BPR Danagung Bakti berdasarkan Teori 
Lawrence Meir Friedman.  
     Menurut Lawrence Meir Friedmann bahwa dalam sebuah 
sistem hukum terdiri dari tiga usur yang meliputi substance 
(substansi), structure (struktur), culture (kultur) baik internal 
maupun eksternal. Substance (substansi) dalam hal ini adalah PBI 
Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah 
sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/10/PBI/2008 
tentang Perubahan atas PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang 
Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan OJK Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 
Keuangan.  
  Menurut Penjelasan bagian umum dari PBI Nomor 
7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dinyatakan 
bahwa latar belakang kelahiran PBI tersebut disebabkan karena 
sebelumnya upaya penyelesaian pengaduan nasabah belum ada 
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yang terstandarisasi sehingga mengakibatkan berlarut-larutnya 
upaya penyelesaian pengaduan nasabah yang berdampak pada 
reputasi perbankan di mata masyarakat yang semakin menurun. Hal 
ini terjadi dikarenakan masyarakat akhirnya memakai cara-cara 
alternatif tidak terstandarisasi ketika merasa dirugikan oleh bank, 
misalnya dengan cara menulis di media massa. 
  Perubahan dari PBI Nomor 7/7/PBI/2005 yaitu PBI Nomor 
10/10/2008 juga memiliki latar belakang sendiri yang berkaitan 
dengan kelahirannya. Latar belakang tersebut dapat dilihat di 
penjelasan bagian umum PBI Nomor 10/10/2008 dimana disitu 
dijelaskan bahwa PBI Nomor 10/10/2008 lahir sebagai penyesuaian 
PBI 7/7/PBI/2005 pasca terbitnya PBI Nomor 10/3/PBI/2008 
tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. 
  Berdasarkan laporan Kantor Pusat Bank Umum bahwa di 
dalam PBI 10/10/2008 garis besarnya berisi mengenai perubahan 
pelaporan bank umum yang semula bersifat manual menjadi sistem 
on-line sebagaimana yang diatur dalam PBI Nomor 10/3/PBI/2008 
tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum, sedangkan jangka 
waktu pelaporannya adalah sama seperti sebelumnya yakni secara 
triwulanan. Pelaporan pada Bank Perkreditan Rakyat dan Bank 
Perkreditan Rakyat Syariah tetap dilaksanakan secara manual.  
Dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyatdan Bank Perkreditan 
Rakyat Syariah yang berkantor pusat di wilayah Kantor Pusat Bank 
Indonesia masing-masing menyampaikan laporan kepada 
Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM (DKBU) dan Direktorat 
Perbankan Syariah (DPbS). Sementara itu, Bank Perkreditan 
Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang berkantor pusat 
di daerah menyampaikan laporan kepada Kantor Bank Indonesia 
setempat. 
  Terkait dengan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, peraturan 
104 
 
 
 
tersebut lahir dengan tujuan untuk menciptakan sistem 
perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan 
Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa 
keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga 
mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa 
keuangan. Tujuan utama dari diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 
Keuangan adalah pertama, meningkatkan kepercayaan dari 
investor dan Konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha 
di sektor jasa keuangan (Market Confidence) dan kedua, 
memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi 
pelaku usaha jasa keuangan secara adil, efisien dan transparan dan 
di sisi lain konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban 
dalam berhubungan dengan pelaku usaha jasa keuangan mengenai 
karakteristik, layanan, dan produk (Level Playing Field). Dalam 
jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat 
manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai 
respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap 
pelayanan jasa keuangan.
206
 
  Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan secara garis besar 
mengatur mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh pelaku 
sektor jasa keuangan dalam rangka memberikan perlindungan 
kepada konsumen sektor jasa keuangan. Hal ini termasuk pula 
perbankan sebagai pelaku sektor jasa keuangan dengan nasabah 
sebagai konsumen sektor jasa keuangan. 
        Berkaitan dengan structure (struktur), maka dalam hal 
implementasi PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian 
Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 
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tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 
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10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 7/7/PBI/2005 
tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan OJK 
Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor 
Jasa Keuangan di dalam Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti 
adalah dapat dilihat dari para pegawai Bank Perkreditan Rakyat 
Danagung Bakti yang bertugas melaksanakan proses penyelesaian 
pengaduan nasabah. Khusus di Bank Perkreditan Rakyat Danagung 
Bakti, belum terdapat Divisi khsus yang berfokus menyelesaikan 
pengaduan nasabah seperti halnya Divisi Trisuri yang terdapat di 
Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.  
            Pelaksanaan proses penyelesaian pengaduan nasabah di 
Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti dilakukan oleh para 
pegawai Bank yang diberi tugas dan tanggung jawab ganda selain 
daripada tugas asalnya. Dalam hal masalah peregisteran dan 
pelaporan penyelesaian pengaduan nasabah, para pegawai di kantor 
cabang dan kantor unit yang diserahi tanggung jawab untuk 
memproses penyelesaian pengaduan nasabah juga tetap 
melaksanakannya. Akan tetapi pelaporan mereka hanya terbatas 
sampai kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti saja, 
sedangkan untuk pelaporan hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
akan dilakukan oleh para pegawai bank yang berada di kantor pusat 
Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti.
207
 
             Berkaitan dengan Internal Culture (Kultur Internal) maka 
para pegawai Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti yang 
diserahi tanggung jawab proses penyelesaian pengaduan nasabah 
telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan 
peraturan-peraturan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah 
(PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan 
Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 
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10/10/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI Nomor 7/7/PBI/2005 
tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan OJK 
Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor 
Jasa Keuangan) meskipun belum terdapat Standard Operating 
Procedure (S.O.P). Hasil positif dari proses penyelesaian 
pengaduan nasabah yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat 
Danagung Bakti dapat terlihat dari tidak adanya nasabah yang 
membawa sengketa yang dihadapinya ke mediasi perbankan Bank 
Indonesia ataupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa (Vide 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi 
Perbankan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian 
Sengketa di Sektor Jasa Keuangan).
208
 
  Berkaitan dengan eksternal culture (kultur eksternal), maka 
nasabah bank BPD DIY utamanya yang mengalami permasalahan 
terkait dengan layanan maupun produk Bank Perkreditan Rakyat 
Danagung Bakti seharusnya bisa memanfaatkan adanya peraturan-
peraturan terkait penyelesaian pengaduan nasabah (PBI Nomor 
7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah 
sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/10/PBI/2008 
tentang Perubahan atas PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang 
Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan OJK Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 
Keuangan dengan baik. Hal ini dikarenakan sebenarnya peraturan-
peraturan tersebut lahir memang bertujuan untuk memberikan 
kepastian hukum serta hak-hak yang lebih baik bagi nasabah 
perbankan. Dari wawancara penulis dengan nasabah MD dan SF, 
diketahui bahwa mereka memang tidak mengetahui adanya 
peraturan-peraturan yang terkait dengan pengaduan nasabah, akan 
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tetapi mereka sekedar megetahui bahwa jika ada masalah yang 
mereka hadapi terkait dengan produk dan layanan Bank Perkreditan 
Rakyat Danagung Bakti, maka mereka dapat mengadu ke Customer 
Service Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti.
209
 
 
 
2.  Implikasi yang Timbul atas Sistem Penyelesaian Pengaduan Nasabah 
pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 
Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti. 
 a. Implikasi yang Timbul atas Sistem Penyelesaian Pengaduan Nasabah  
Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 
     Implikasi Hukum yang terjadi dengan adanya sistem penyelesaian 
pengaduan nasabah pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa 
Yogyakarta seperti yang tersebut di atas adalah nasabah menjadi semakin 
percaya diri dalam melakukan suatu transaksi perbankan, serta 
mengurangi rasa ragu-ragu nasabah dalam melakukan suatu transaksi 
perbankan.
210
 Hal ini sangat berbeda dengan ketika sistem penyelesaian 
pengaduan nasabah belum terstandarisasi oleh PBI Nomor 7/7/PBI/2005 
sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/10/PBI/2008 tentang 
Penyelesaian Pengaduan Nasabah maupun oleh Peraturan OJK Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 
Sebaliknya, bagi Bank BPD DIY adanya sistem penyelesaian pengaduan 
nasabah yang terstandarisasi mengakibatkan bank semakin berhati-hati 
                                                          
 
209
 Wawancara dengan MD pada 04 Juni 2014 pukul 15:30 WIB di kediaman 
bapak MD di Jl.Palagan Tentara Pelajar, Sleman, Prop.DIY  serta wawancara dengan SF 
pada pada 5 Juni 2014 pukul 17:00 WIB bertempat di kediaman SF yang terletak di 
Berbah, Sleman, Propinsi.DIY. 
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 Wawancara dengan AW dan DS pada 10 Juli 2014, AW pada pukul 16:10 
WIB bertempat di kediaman AW di Condong Catur, Kec.Depok, Kab.Sleman, Prop.DIY. 
Sedangkan DS pada pukul 19:00 WIB bertempat di kediaman DS di Babarsari, 
Kec.Depok, Kab.Sleman, Prop.DIY.   
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dalam melaksanakan transaksi perbankan
211
 dan lebih menekankan 
perlindungan terhadap hak dan kepentingan nasabah. 
       Bagi lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 
adanya PBI Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI 
Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah 
sebagai sebuah sistem penyelesaian pengaduan nasabah di Indonesia 
telah memberikan suatu standarisasi dalam sistem pengawasan terhadap 
upaya penyelesaian pengaduan nasabah yang dilakukan oleh bank-bank 
yang ada di Indonesia. Hal tersebut diperkuat lagi dimana OJK sendiri 
telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mana di dalamnya 
memuat mengenai lembaga penyelesaian pengaduan nasabah yang 
substansinya pada dasarnya adalah sama dengan PBI Nomor 7/7/2005 jo. 
PBI Nomor 10/10/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. 
      Adanya pembedaan sistem penyelesaian pengaduan nasabah antara 
yang tertulis dan lisan juga menyebabkan implikasi khusus berupa 
perbedaan jangka waktu penyelesaian pengaduan. Implikasi lainnya 
menurut Bapak Wisnu dari Divisi Trisuri adalah berupa pemilahan antara 
complain nasabah yang tergolong masalah ringan dan masalah berat. 
       Masalah ringan pada dasarnya adalah masalah yang dapat 
diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja, 
sedangkan masalah berat adalah masalah yang butuh penyelesaian lebih 
dari 2 (dua) hari kerja dan oleh karena itu wajib pengaduan tersebut 
dilakukan secara tertulis.
212
 
 
 
 
                                                          
 
211
 Wawancara dengan bapak Wisnu pada pada 8 Juli 2014 pukul 10:00 WIB 
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 b.  Implikasi yang Timbul atas Sistem Penyelesaian Pengaduan Nasabah 
 Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti. 
    Didalam penerapan PBI Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana 
telah diubah dengan PBI Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian 
Pengaduan Nasabah maupun Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013  
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Bank 
Perkreditan Rakyat Danagung Bakti mempunyai beberapa perbedaan 
dengan penerapan yang dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan tersebut antara lain sebagai 
berikut:
213
 
 1)  Pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 
Standart  Operating Procedure (SOP) yang didasarkan pada 
penerapan PBI Nomor  7/7/PBI/2005 junctis PBI Nomor 
10/10/PBI/2008 dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 telah  
dibuat dan diterapkan sedangkan pada  Bank Perkreditan Rakyat 
Danagung Bakti belum ada Standart Operating Procedure (SOP) 
yang digunakan khusus untuk penyelesaian pengaduan nasabah. 
  2)  Pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah 
dipisahkan register pengaduan tertulis dan register pengaduan secara 
lisan sedangkan pada Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti, 
register pengaduan baik yang secara lisan maupun yang tertulis masih 
digabung. 
 3) Sistem pelaporan kepada Bank Indonesia (sekarang telah beralih ke 
Otoritas Jasa Keuangan) sudah bersifat On-Line pada Bank 
Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan pada 
Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti pelaporan tersebut masih 
bersifat manual. 
 
   Adanya perbedaan penerapan sistem penyelesaian pengaduan 
nasabah yang bersumber pada PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang 
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Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan 
PBI Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 
7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan 
OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor 
Jasa Keuangan, antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah 
Istimewa Yogyakarta dengan Bank Perkreditan Rakyat Danagung 
Bakti, maka implikasi hukum yang dihasilkan pun sedikit berbeda. 
     Dengan belum adanya Standart Operating Procedure (SOP) 
membuat Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti belum memberikan 
kejelasan sistem penyelesaian pengaduan nasabah sehingga membuat 
upaya penyelesaian pengaduan nasabah seolah-olah asal selesai. 
Sedangkan bagi nasabah, dengan belum adanya Standart Operating 
Procedure (SOP) membuat perlindungan terhadap kepentingan nasabah 
menjadi belum optimal.  
      Dengan masih disatukannya register atas pengaduan baik yang 
tertulis maupun lisan maka berimplikasi pada kurang baiknya 
pengadministrasian jenis-jenis pengaduan sesuai dengan tingkatan sukar 
atau mudahnya penyelesaian pengaduan. 
    Bagi nasabah sendiri dengan masih disatukannya register atas 
pengaduan baik yang tertulis maupun lisan tidaklah mempunyai 
implikasi langsung, namun ada juga implikasi yang bisa saja timbul 
seperti semakin lamanya proses penyelesaian pengaduan dikarenakan 
user dari register penyelesaian pengaduan lebih lama dalam proses 
meregister pengaduan nasabah. 
    Implikasi dari sistem pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan  
yang masih manual (belum on-line) menyebabkan Otoritas Jasa 
Keuangan menerima pelaporan proses penyelesaian pengaduan nasabah 
dari Bank Perkreditan Rakyat dan khususnya Bank Perkreditan Rakyat 
Danagung Bakti adalah kurang cepat dan kurang up to date karena 
harus menunggu tiap tiga bulan sekali. 
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          Implikasi dari sistem pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan 
yang masih manual (belum on-line) bagi Bank Perkreditan Rakyat 
Danagung Bakti adalah menyebabkan kurang praktis dan efisien dalam 
menyajikan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan sekaligus perbedaan 
diantara sistem penyelesaian pengaduan nasabah pada Bank Pembangunan 
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bank Perkreditan Rakyat 
Danagung Bakti. Persamaan diantara dua sistem penyelesaian pengaduan 
nasabah tersebut adalah sistem penyelesaian pengaduan nasabah pada Bank 
Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bank Perkreditan 
Rakyat Danagung Bakti adalah sama-sama bersumber dari PBI Nomor 
7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/10/PBI/2008 
tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Disamping itu, baik Bank 
Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bank Perkreditan 
Rakyat Danagung Bakti sama-sama melakukan pelaporan secara rutin atas 
penyelesaian pengaduan nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan. 
   Dalam hal perbedaan antara dua sistem penyelesaian pengaduan 
nasabah tersebut adalah pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Standart Operating Procedure (SOP) yang didasarkan pada 
penerapan PBI Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI 
Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah telah 
dibuat dan diterapkan akan tetapi pada Bank Perkreditan Rakyat Danagung 
Bakti belum ada  Standart Operating Procedure (SOP) yang digunakan 
khusus untuk penyelesaian pengaduan nasabah. Perbedaan lain juga terletak 
dimana pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah 
dipisahkan register pengaduan tertulis dan register pengaduan secara lisan, 
sedangkan pada Bank Perkreditan Rakyat  Danagung  Bakti, register 
pengaduan baik yang secara lisan maupun yang tertulis masih digabung. 
Perbedaan lainnya adalah dimana pada Bank Pembangunan Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta, sistem pelaporan kepada Bank Indonesia (sekarang 
113 
 
 
 
telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan) sudah bersifat On-Line sedangkan 
pada Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti pelaporan tersebut masih 
bersifat manual. 
 
B. Implikasi 
  Sistem Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang dijalankan oleh 
Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bank 
Perkreditan Rakyat Dangung Bakti saat ini belum sepenuhnya 
mengakomodir norma-norma dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana 
telah diubah dengan PBI Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian 
Pengaduan Nasabah akan tetapi sedikit banyak telah memberikan efek 
positif dari keberlakukan sistem yang telah ada, baik terhadap pihak bank 
sendiri maupun terhadap pihak nasabah.   
  
C. Saran 
 Setelah penulis memberikan kesimpulan dari keseluruhan 
penulisan selanjutnya penulis sampaikan beberapa saran atau masukan sebagai 
berikut: 
1. Khusus Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti hendaknya membuat 
Standart Operating Procedure (SOP) yang tertulis mengenai sistem 
penyelesaian pengaduan nasabah sehingga lebih bisa memberikan 
kepastian hukum kepada pegawai BPR Danagung Bakti selaku user 
maupun kepada nasabah, meskipun pada dasarnya telah ada PBI Nomor 
7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 
10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang harus 
digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan Standart Operating 
Procedure (SOP). 
2.  Khusus Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agar 
hendaknya mengurangi biaya yang tidak terlalu urgent yang dibebankan 
kepada nasabah selama proses penyelesaian pengaduan nasabah. 
Seandainya biaya itu memang benar-benar harus dibebankan kepada 
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nasabah, hendaknya bank memberikan penjelasan secara komprehensif 
dan jelas mengenai alasan timbulnya biaya yang harus ditanggung oleh 
nasabah tersebut. 
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